STUDI KRITIS 1ZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH JASSER AUDA

UNIVERSITAS

7
O
O
v
m
U
>

Eko Yunianto
NIM.: 21913089

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER, JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2023



STUDI KRITIS 1ZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH JASSER AUDA

UNIVERSITAS

7
O
O
v
m
U
>

Oleh:
Eko Yunianto
NIM.: 21913089

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER, JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Eko Yunianto

NIM : 21913089

Kosentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis ¢ STUDI KRITIS IJIN PERKAWINAN BEDA

AGAMA DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH JASSER AUDA

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila
terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar
kesarjanaan yang dianugrahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku.

Yogyakarta, 1 Mei 2023
Vang menyatakan,

0



FAKULTAS | PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM | ILMU AGAMA ISLAM
GedungK.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2 PROGRAM MAGISTER

Kampus Terpadu Ull Jl. Kaliurang KM 14.5 | website : masterislamic.uliac.id
Sleman Yogyakarta 55584 | Email msiduiiacid

NOTA DINAS
Nomor: 148/Kaprodi.lA1.S2/20/Prodi.1AI.S2/X/2023

TESIS berjudul : STUDI KRITIS 1JIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH JASSER AUDA

Ditulis oleh : EKO YUNIANTO
NIM 1 21913089
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi IImu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.

S13LAM, Yogyakarta, 4 Oktober 2023

< . 00
e . Ketua,
J I
- b 4

-
o
&y
-
=
-
=
=
=
*




Nama :
Tempat/tgl lahir :
N. |. M. :
Konsentrasi
Judul Tesis

Ketua
Pembimbing
Penguji

Penguji

: Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.l., Ph.D. (
: Dr. Yusdani., M.Ag. (
: Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. (

: Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

FAKULTAS | PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM | ILMU AGAMA ISLAM
GedungK.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2 PROGRAM MAGISTER

Kampus Terpadu Ull Jl. Kaliurang KM 14.5 | website : masterislamic.uliac.id
Sleman Yogyakarta 55584 | Email msiduiiacid

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

EKO YUNIANTO
Purworejo, 27 Juni 1993
21913089

Hukum Islam

: STUDI KRITIS IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA

DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH JASSER AUDA

Diuji di Yogyakarta pada Jum’at, 6 Oktober 2023

Pukul :10.00-11.00
Hasil : Lulus
205 ISLAM N Mengetahui
) %Y, Ketua Program Studi

\Idigster 1Imu Agama Islam FIAI Ul

%
all
W

O

& ANy ;-\bl"'k




FAKULTAS | PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM | ILMU AGAMA ISLAM
GedungK.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2 PROGRAM MAGISTER

Kampus Terpadu Ull Jl. Kaliurang KM 14.5 | website : masterislamic.uliac.id
Sleman Yogyakarta 55584 Email: msiduitacid

PENGESAHAN
Nomor: 156/Kaprodi.lA1.S2/20/Prodi.l1AI.S2/X/2023

Tesis berjudul : STUDI KRITIS 1ZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH JASSER AUDA

Ditulis oleh : EKO YUNIANTO
N. I. M. : 21913089
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

g

_@“‘: '4‘00' ogyakarta, 12 Oktober 2023
) ” ’(,/ / )

* YOGYAKARTA = .
‘ ki Hm;n, Lc., M.Kom.1., Ph.D




PERSETUJUAN

Judul : STUDI KRITIS 1IZIN PERKAWINAN BEDA
AGAMA DALAM PENETAPAN NOMOR
916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA

Nama : Eko Yunianto
NIM : 21913089
Kosentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi IImu Agama Islam

Program Magister Fakultas lImu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Mei 2023

Pembimbing

= A

Dr. Drs. Yusdani, M. Ag



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tua ku .....cccccevvenene. yang tersayang
IStrikU oo yang tercinta
Anak-anakku .................... yang selalu kubanggakan

Guru-guruku yang tak terlupakan
Sahabat dan teman-temanian seiman dan seperjuangan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Vi



MOTTO

on

T _ g 0A%0- -4 - - 4-0% A% 0 @b 17 (- % o2 257 % w 0 AT “uts o/-r."\ ° _
54 ASEn Jad g Lgall ) Sl ) 5 J) Sl (ya a1 (B8 (O ) (1a
%%

AR o&’,\"f~°~i “«_ o _ 3
O3JREE 2 381 oY Al o8 (FAad

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada
yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allah) bagi kaum yang berpikir’*
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“Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, Wanita itu
dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya,
kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah
wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia”?

1 “AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-
Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019),” n.d.

2 Syihabuddin Ahmad Az-Zubaidi, Mukhtasharah Shahih Bukhari (Kairo : Maktabah At- Taufigiyyah,
n.d.), 494,
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Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
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No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
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Konsonan Tunggal

HAL:;léf Nama Huruf Latin Keterangan

T Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba' b -

= Ta' t -

& Sa' $ s (dengan titik di atas)
z Jim j -

z Ha' ha’ h ( dengan titik di bawah)
c Kha' kh -

2 Dal d -

3 Zal Z z ( dengan titik di atas)
J Ra' r -

J Zai z -

o Stn S -

o Syin sy -

o= Sad s s (dengan titik di bawah)
o= Dad ( ! d (dengan titik di bawah)
L Ta' t t (dengan titik di bawah)
L Za' z z (dengan titik di bawah)
& '‘Ayn koma terbalik ke atas
d Gayn g -

- Fa' f -

Xi




S Qaf q -
< Kaf k -
J Lam I -
e Mim m -
O Nin n -
K Waw w -
> Ha' h -
3 Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya y -

Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:

33 daia Ditulis muta’addidah

5l Ditulis ‘iddah

Ta' marbiitah di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis h:

(AVA

-

AaSa Ditulis hikmah

4 Ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila Ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan h
‘ & LY Aal S ‘ Ditulis ‘ karamah al-auliya’ ‘

Bila Ta’ Marbiitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t
| g SRl B | Ditulis | zakat al-fitr |

Vokal Pendek

___________ fathah ditulis A
........... kasrah ditulis -1
___________ dammah ditulis U
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VI.

VILI.

VIII.

Vokal Panjang

1. Farhah + alif ditulis A
dddals ditulis Jjahiliyyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis A
(ol Ditulis Tansa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis I
A s Ditulis Karim
4, dammah + wawu mati ditulis U
Uas 8 ditulis Furad

Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis Al
aSin ditulis bainakum

2. Faghah + wawu mati ditulis Au
JsA ditulis Qaul

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

) ditulis a'antum
el ditulis u'iddat
A3 S A ditulis la'in syakartum
Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
ol Al ditulis al-Qur'an
ol ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta
menghilangkan huruf I (el)-nya.

slad! ditulis as-sama’
Uil ditulis asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

oAl s ditulis zawi al-furad
aaudl dal ditulis ahl al-sunnah
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ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tema tentang Studi Kritis I1zin Perkawinan Beda
Agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Perspektif Maqasid Syari’ah
Jasser Auda. Alasan mengambil tema tentang Perkawinan Beda Agama dari perspektif
Jasser Auda dikarenakan Pengadilan Negeri yang mengabulkan perkara permohonan
perkawinan diantara dua orang yang berbeda agama. Penelitian ini untuk mengetahui
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan Perkawinan Beda
Agama melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN.Sby dan mengetahui tinjauan
Magqasid Syari’ah perspektif Jasser Auda terhadap Perkawinan Beda Agama yang
dikabulkan Pengadilan Negeri Surabaya. Perkawinan beda agama yang terjadi di
Indonesia pada dasarnya tidak hanya sekedar persoalan bisa dicatatkan atau tidak,
namun perlu dikaji lebih lanjut terkait kehidupan pasca perkawinan. Hak-hak
menjalankan agama bagi para pemohon, kedudukan harta, akibat-akibat hukum
setelah perkawinan terjadi dan yang lainnya, terutama bagi orang yang memeluk
agama Islam merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena pada dasarnya
aturan dalam agama Islam dengan agama yang lainnya memiliki aturan pasca
perkawinan yang berbeda-beda. Teori yang mendasari dalam penelitian ini yaitu teori
perkawinan, perkawinan beda agama dan Maqasid Syari’ah Jasser Auda. Jenis
penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis
normative. Sumber data mengambil data primer dan skunder, teknis analisis data
menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam
pertimbangannya memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan atau agama, para
pemohon yang berbeda keyakinan atau agama bermaksud akan melangsungkan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga, keduanya mempunyai hak untuk
mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Penatapan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pemohon
untuk melangsungkan perkawinan beda agama sangat jauh dari nilai-nilai Maqasid
SyarT’ah Jasser Auda.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Magadasid Syari’ah, Jasser Auda
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ABSTRACT

This research deals with the theme of Critical Study of Interfaith Marriage
Permit in Stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby in the Perspective of Magqasid
Syari’ah Jasser Auda. This was taken with a consideration in which the District Court
has granted the case of interfaith marriage proposal. This research aims to find out the
considerations of the judges at the Surabaya District Court who granted the interfaith
marriages through the stipulation of Number 916/Pdt.P/2023/PN.Sby and to find out the
perspective of Magasid Sharia from Jasser Auda on the interfaith marriage as granted by
the Surabaya District Court. Interfaith marriages that occur in Indonesia are basically not
just a matter of whether they can be registered or not, but need to be studied further
regarding life after marriage. The rights to practice religion for the applicants, position
of assets, legal consequences after the marriage occurs and others, especially for people
who embrace Islam are some of the things that must be considered. Because basically
the rules in Islam and other religions have different post-marital rules. This study used
the theory of marriage, interfaith marriage and Maqgasid Sharia from Jasser Auda. This is
a normative legal research using a normative juridical approach. The data sources were
in the form of primary data and secondary data with data analysis by means of
descriptive-qualitative technique. The results of the study showed that the judges in their
considerations contained the freedom of adhering the faith or religion. For the applicants
with different beliefs or religions intending to enter into a marriage to form a household,
both of them have the right to maintain their respective religious beliefs. The decision of
the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN.Shy that granted the applicant's
proposal to do an interfaith marriage was much far from the values of Jasser Auda's
Maqasid SyarT’ah.

Keywords: Interfaith Marriage, Magqasid Syari’ah, Jasser Auda

May 17, 2023
TRANSLATOR STATEMENT
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by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis
merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Ciri yang menandai sifat
kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari
perbedaan bahasa, sukubangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-
kebiasaan kultural lainnya.® Berdasarkan data statistik umat beragama yang
ditampilkan Kementrian Agama Republik Indonesia tercatat enam (6) agama
yang tersebar dalam 34 provinsi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Budda, Konghucu, dan kepercayaan lain.*

Seorang yang hidup di Negara yang masyarakatnya majemuk hampir
dapat dipastikan sulit untuk menghindari interaksi dan pergaulan dengan yang
berbeda agama. Posisi seperti ini akan berdampak kepada adanya ketertarikan
antara pria dan wanita dengan status agama berbeda yang berujung pada
perkawinan. Sehingga perkawinan seorang yang berbeda agama® sendiri

bukan merupakan hal yang mustahil terjadi di Indonesia.

% Pandu Runtoko, “Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan
Hukum  Nasional,” Lex Renaissance 6, no. 1 (October 19, 2021): 206-20,
https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art15.

4 “Satu Data - Kementerian Agama RL” accessed May 4, 2023,
https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama.

5 Menurut Zainal Arifin, Perkawinan antar-agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda
keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus



Berbicara praktik perkawinan beda agama di Indonesia, pada dasarnya
merupakan suatu hal yang dianggap tabu oleh masyarakat.® Meskipun
demikian, fenomena perkawinan beda agama sebenarnya telah berlangsung
lama dan marak terjadi di Indonesia. Beberapa pasangan di Indonesia telah
melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri atau dengan cara salah
satu pihak menundukkan diri pada agama pasangannya yang kemudian
perkawinan dilakukan dengan dua tradisi agama.’

Maraknya perkawinan beda agama tersebut mendapat banyak sorotan
ditengah-tengah masyarakat dan bahkan menimbulkan gejolak serta reaksi
keras lantaran Pengadilan mengesahkan perkawinan beda agama yang
diajukan oleh pasangan beda agama di Kota Surabaya. Pasca penetapan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Mahkamah Konstitusi
(MK) dalam satu waktu menerima 2 (dua) perkara tentang perkawinan beda

agama.®

ada dalam definisi perkawinan antar-agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda
dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan. Dikutip dari Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,”
JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi 18, no. 1 (December 16, 2019):
143-58, https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175.

® Ana Laela, Ken Ismi Rozana, and Shilfa Khilwiyatul Mutiah, “FIQH PERKAWINAN BEDA
AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota
Jember),” FIKRAH 4, no. 1 (June 30, 2016): 117-37, https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627.

" Rani Rahayu Rahmadi Fajar Yusuf Rasdianto, May, “Mengakali Hukum Dan Agama Demi Cinta,”
detikx, accessed May 4, 2023, https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220628/Mengakali-
Hukum-dan-Agama-demi-Cinta-/.

8 Andi Saputra, “Dua Gugatan Nikah Beda Agama di MK: Dibolehkan Vs Dilarang,” detiknews,
accessed May 4, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6159881/dua-gugatan-nikah-beda-agama-di-
mk-dibolehkan-vs-dilarang.



Pertama perkara dengan register Nomor 24/PUU-XX/2022 Pengujian
Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang meminta agar pernikahan beda agama menurut Undang-
Undang Perkawinan diperbolehkan, karena hak untuk menikah dan
membentuk keluarga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kedua
perkara dengan register Nomor 71/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materil
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang meminta agar
perkawinan beda agama yang terdapat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a
Undang-Undang Administrasi Kependudukan dibatalkan dan dilarang.®

Perdebatan warganet soal pro dan kontra aktivitas Perkawinan beda
agama juga marak terjadi di media sosial. Sebagian orang menyatakan bahwa
perkawinan beda agama tersebut harus dilarang dengan pertimbangan hukum
dari kepercayaan masing-masing. Di sisi berlawanan sebagian orang lainnya

menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama yang demikian tidak

% “Kedudukan Dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed May 4, 2023,
https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2.



perlu dipersoalkan dan wajar saja karena menjadi hak masing-masing
individu.1°

Pemerintahpun turut angkat biacara terkait persoalan perkawinan beda
agama. Melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, pemerintah tolak legalkan nikah beda
agama. Menurut pemerintah, terdapat penafsiran yang keliru terhadap
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan,
yang menafsirkan atas dasar prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama
sehingga dibolehkannya perkawinan beda agama. Pemerintah menegaskan
justru dalam UU perkawinan tersebut telah memberikan kepastian hukum
bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum
perkawinan agama dan kepercayaan yang dianutnya.!

Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapannya mengabulkan
permohonan para pemohon dengan memberikan izin kepada para pemohon
untuk melangsungkan perkawinan beda agama, sebagaimana tertuang dalam
isi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.sby.'? Salah satu pertimbangan

hakim yang dituangkan dalam penetapannya adalah :

10 “Heboh Pro Kontra Menikah Beda Agama, Bagaimana Hukumnya Di Indonesia?,” accessed May 4,
2023, https://www.inews.id/lifestyle/health/heboh-pro-kontra-menikah-beda-agama-bagaimana-
hukumnya-di-indonesia.

11 Andi Saputra, “Sidang di MK, Menkum-Menag Tegas Tolak Legalkan Nikah Beda Agama,”
detiknews, accessed May 4, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6161527/sidang-di-mk-menkum-
menag-tegas-tolak-legalkan-nikah-beda-agama.

12 “Direktori Putusan,” accessed May 4, 2023,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html.



“berdasarkan dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan
bahwa para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat
untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana
keinginan para pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua

orang tua para pemohon”.

Hakim dalam pertimbangannya juga memuat terkait tata cara
perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang tidak
mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan agama.
Disisi lain hakim dalam pertimbangan juga menjelaskan bahwa pasal 10 ayat
(3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 memberikan
kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut. Pasal 10 ayat (3)
PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan :

“dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing

hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan

dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”.*®

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menganggap para pemohon bisa
melangsungkan perkawinan beda agama dengan melepaskan keyakinan

agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

13 “Direktori Putusan.”



Dikabulkannya permohonan pemohon tersebut dengan pertimbangan
pemohon bisa melangsungkan perkawinan beda agama dengan melepaskan
keyakinan agamanya tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus
dikaji lebih lanjut. Menurut penulis perkawinan beda agama yang terjadi di
Indonesia pada dasarnya tidak hanya sekedar persoalan bisa dicatatkan atau
tidak, namun perlu dikaji lebih lanjut terkait kehidupan pasca perkawinan.

Hak-hak menjalankan agama bagi para pemohon, kedudukan harta,
akibat-akibat hukum setelah perkawinan terjadi dan yang lainnya, terutama
bagi orang yang memeluk agama Islam merupakan beberapa hal yang harus
diperhatikan. Karena pada dasarnya aturan dalam agama Islam dengan agama
yang lainnya memiliki aturan pasca perkawinan yang berbeda-beda. Atas
dasar keresahan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji perkawinan beda
agama dalam penetapan Pengadilan  Negeri  Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby dilihat dari perspektif magasid Syari’ah khususnya
maqasih Syari’ah Jasser Auda.

Digunakannya magasid Syari’ah sebagai variabel untuk mengkaji
perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby ialah agar didapatkan pemahaman yang komprehensif
mengenai perkawinan agama dalam perspektif agama Islam. Karena berbicara
mengenai Magasid Syari’ah berarti kita berbicara mengenai tujuan dari pada

syariat Islam itu sendiri. Syariat yang bertujuan untuk mewujudkan



kemaslahatan dunia dan akhirat serta mencegah kemudhorotan,** yang
mencakup: (1) Dhoruriyat (pokok) yang meliputi penjagaan Agama (hifdz
diin), Jiwa (hifdz nafs), Akal (hifdz ‘aql), Harta (hifdz maal), dan Keturunan
(hifdz nasl) kemudian (2) Hajjiyat dan (3) Tahsiniyat.'®

Dipilihnya magasid Syari’ah Jasser Auda dalam penelitian ini ialah
karena Jasser Auda disamping sebagai tokoh Islam kontemporer yang
pemikirannya sesuai dengan kondisi kontemporer juga karena Jasser Auda
membawa suatu perubahan atas konsep magasid Syari’ah. Konsep magasid
Syari’ah pada era klasik pada dasarnya hanya bersifat pencegahan semata,
yang cenderung mempunyai herarki yang sempit karena hanya terpusat
kepada kemaslahatan individual dan dibangun atas kedhorurotan.

Jasser Auda sendiri sebagai tokoh Islam kontemporer menawarkan
solusi beberapa perubahan atas konsep magasid Syari’ah. Konsep perubahan
tersebut dari maqasid pada era klasik yang terpusat pada pencegahan, berubah
menjadi  pembangunan.’® Kemudian, Jasser Auda membagi magqasid tersebut
atas tiga jenis, yaitu: Maqgasid Umum, Magasid Khusus, Maqasid Parsial

dengan menawarkan enam pisau analisis diantaranya adalah: Sifat kognitif

14 Abdurrahman Kasdi, “MAQASYID SHARI’AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI
DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT,” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no.
1 (January 18, 2016), https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693.

15 Asafri Jaya Bakri, Konsep maqashid Skari’ah menurut Al-Syatibi, 1st ed. (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 1996, n.d.), 72.

1614913179 Khanna Syarifah, “PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASID SHART’AH JASSER AUDA” (Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), 29-30,
https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/15293.



(Cognitve Nature), Keterbukaan (openness), Kemenyeluruhan (wholeness),
Hirarki Sistem, Multidimensi dan Tujuan (purposefulnes).t’

Pada intinya Jasser auda menegasakan bahwa Maqasid Syari’ah
merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad usul linguistik maupun
rasional. Lebih jauh lagi realisasi Magqasid dari sudut pandang sistem,
mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, ralism dan keluesan dalam
sistem hukum Islam.!® Oleh karena itu, validitas ijtihad dan validitas suatu
hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisisi maqasid Syari’ah
yang diaplikasikan. Dengan demikian hasil ijtihad atau konklusi hukum yang
mencapai maqasid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi
efektif, dalam proses merealisasikan hukum Islam.

Penelitian ini menjadi menarik karena berusaha untuk mengkritisi dan
memfokuskan bagaimana tinjauan Magasid Syari’ah terhadap Penetapan
Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. yang mengabulkan perkawinan beda agama
dan kemudian mengaitkannya dengan Magasid Syari’ah perspektif Jasser
Auda. Hal tersebut tentunya akan membuat kajian lebih relevan untuk
menjawab pro dan kontra yang terjadi ditengah masyarakat mengenai
perkawinan beda agama khususnya terhadap penetapan Pengadilan Negeri

Surabaya mengabulkan Penetapan Nomor 916/pdt.p/2022/PN.sby.

17 jasser auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magqdsid Shari’ah (Bandung : Mizan Pustaka, 2015,
n.d.), 12-14.
18 auda, 14.



B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi

permasalahan dalam pembahasan ini, yaitu :

1. Mengapa Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan Penetapan Nomor
916/pdt.p/2022/PN.sby tentang izin perkawinan beda agama?

2. Bagaimana tinjauan Magqasid Syari’ah perspektif Jasser Auda terhadap
perkawinan beda agama yang dikabulkan Pengadilan Negeri Surabaya
melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.sby?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan ketentuan Penetapan Nomor
916/pdt.p/2022/PN.sby tentang izin perkawinan beda agama;

b. Untuk menganalisis pandangan Teori Magasid Syari’ah Jasser Auda
terhadap Penetapan Pengadilan.

2. Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
teoritis maupun praktis untuk seluruh kalangan masyarakat:

a. Secara teoritis :



Penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritik pemahaman
tentang perpektif Magqasid Syari’ah Jasser Auda pada persoalan
pernikahan beda agama.
b. Secara Praktis:
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi para Hakim dalam memeriksa perkara perkawinan beda agama,
dan sebagai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak
pemberian penetapan izin untuk melakukan perkawinan beda agama.
D. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan
peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-
data yang didapat didalam proses penelitian yang kemudian disusun dalam
bentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
1. BAB | PENDAHULUAN.

Bab ini berisi sub-sub bab, antara lain : Latar Belakang Masalah
yang membahas permasalahan yang dihadapi dan yang melatar belakangi
penelitian ini, kemudian Pertanyaan Penelitian yang menjadi pertanyaan
penelitian ini, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang akan di berikan dari
penelitian ini, meliputi manfaat secara akademis, praktis, maupun untuk

seluruh kalangan masyarakat secara umum;
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2. BAB Il KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA
TEORI.

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang bertujuan
memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan hasil-hasil penelitian
dengan kajian yang sama guna menyusun dan mengkolaborasikan konsep
dan teori sebagai kelanjutan penelitian dan memposisikan penelitian ini
serta menghindari plagiasi. Dalam sub bab selanjutnya akan memaparkan
Kerangka Teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berfikir dalam
merumuskan argumen teoritis penelitian ini mengenai Perkawinan Beda
Agama Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Studi Kiritis
Teori Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda;

3. BAB Il METODE PENELITIAN.

Bab ini menggambarkan tentang metode penelitian yang
digunakan, dalam hal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan
atau library research dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum
dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang kemudian
dilakukan analaisis dengan teori Maqasid Syari’ah Jasser Auda dan teori

kepastian hukum terhadap sumber data.
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4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.

Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian serta
pembahasan Perkawinan Beda Agama Terhadap Penetapan Nomor
916/Pdt.P/2022/Pn.Shy Studi Kritis Teori Magasid Syari’ah Jasser Auda;

5. BABV PENUTUP.

Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Pertanyaan Penelitian

dan saran dalam penelitian ini.
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BAB |1

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan oleh setiap peneliti bertujuan untuk
mengetahui gambaran tentang penelitian yang masih berkaitan dengan tema
penelitian ini. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut tentu terdapat titik
perbedaan antara penelitian yang diangkat dengan penelitian sebelumnya.
Selanjutnya peneliti akan merumuskan kembali dan melengkapi apa yang belum
secara rinci dijelaskan dan diangkat dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berikut
adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun ada
perbedaan baik dari segi metode analisis maupun pendekatannya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Fakhrurrazi M.Yunus dengan judul
“Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)”. Adanya pasal
yang mengatur tentang perkawinan beda agama dalam Pasal 35 huruf (a) UU No
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa
“perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Undang-Undang tersebut tidak
mengatur secara jelas, sehingga memberi peluang timbulnya dampak negatif,

seperti pindahnya agama disalahsatu pasangan. Berbagai mudharat yang timbul,
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maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Berangkat dari problem
tersebut penelitian ini diangkat untuk mengetahui dampak perkawinan beda
agama yang diatur dalam UU no 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dalam
UU tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil
penelitan, tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama yaitu
dampak terhadap rumah tangga karena perbedaan keyakinan, dampak terhadap
anak terkait pendidikan agama terhadap anak, dan dampak terhadap harta
warisan. Tinjauan hukum Islam berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dalam pasal 35 huruf a menyatakan bahwa
perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan
antar umat yang berbeda agama. Dalam hukum Islam perkawinan beda agama
tidak sah berdasarkan fatwa MUI Nomor : 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang
perkawinan beda agama yang diputusakan dalam hasil musyawarah pada tahun
1980, yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, sebagaimana
dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 dan al-Bagarah ayat 221.1

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Ana Laela F. CH dengan judul “Fikih
Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama : Studi

Perkawinan Beda Agama Di Jember”. Metode yang diterapkan dalam penelitian

! Fakhrurrazi M.Yunus and Zahratul Aini, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam),” Media Shari’ah :
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 20, no. 2 (February 28, 2020): 138-58,
https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512.
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ini menggunakan metode konten analisis dan pendekatan fenomenologi, Hasil
penelitian praktik perkawinan beda agama yang terjadi di daerah Jember yang
penduduknya menganut beberapa agama dan mayoritas beragama Islam. Konsep
perkawinan beda agama dalam hukum Indonesia dengan menelaah peraturan
mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan produk permerintah
di Indonesia. Seorang muslim yang hidup di Negara yang masyarakatnya
majemuk sehingga pernkahan beda agama tidak dapat terelakkan. Dan hal
tersebut sering menimbulkan gejolak reaksi dikalangan masyarakat, terlebih lagi
karena tidak adanya kepastian hukum tentang adanya perkawinan beda agama.
Sikap toleransi dan saling menghargai menjadi kunci dalam terciptanya
keharmonisan keluarga.?

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Faig Tobroni dengan judul “Kebebasan
Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Adapun
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, Rangkaian pelanggaran hak
konstitusional yang dibangun oleh Pemohon JR adalah menempatkan Pasal 2 (1)
UUP sebagai penyebab negara telah melakukan hegemoni tafsir atas ajaran agama
bagi keabsahan suatu perkawinan. Hegemoni tersebut disalahgunakan negara
(dalam hal ini instansi pemerintah yang mengurusi pencatatan perkawinan) untuk
menganggap tidak sahnya nikah beda agama. Sebagai salah satu contohnya adalah

KUA yang tidak melakukan pencatatan perkawinan bagi pernikahan oleh warga

2 Laela, Rozana, and Mutiah, “FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA
HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember).”
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negara yang sekalipun beragama Islam tetapi pasangananya adalah non Islam.
Penolakan seperti ini dianggap mengakibatkan pelanggaran kelanjutan terhadap
beberapa hak konstitusional lain seperti hak atas beragama, hak untuk
melangsungkan perkawinan yang sah, hak atas kepastian hukum, hak atas
persamaan hukum dan hak atas bebas dari perlakuan diskriminatif. Kedua,
Putusan MK mendudukkan posisi negara dalam penyelenggaran perkawinan
sebenarnya bukan sebagai penafsir ajaran agama bagi keabsahan perkawinan.
Negara sebenarnya hanya menjalankan perannya untuk mengimplementasikan
hasil ijtihad organisasi keagamaan mengenai keberadaan perkawinan sesuai
dengan agama masing-masing. Hasil ijtihad tersebutditerpkan oleh negara dalam
suatu piranti kenegaraan bernama hukum. Ketiga, Di sisi lain, putusan moderat
MK sekaligus menolak deklarasi nikah beda agama melalui perubahan Pasal 2 (1)
UUP, yang mana perubahan itu menuntut tafsir agama bagi keabsahan
perkawinan diserahkan pada tingkat individu. Individualisasi kebebasan ijtihad
perkawinan tersebut mempunyai mafsadat yang lebih besar karena bisa membuka
kesempatan pengrusakan atas sistem perkawinan: seperti kesempatan legalitas
nikah mut’ah, poligami di atas empat, penolakan pencatatan perkawinan dan
nikah di bawah umur.?

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ulil Amri dengan judul “Perkawinan

Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Perkawinan beda

% Faiq Tobroni, “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,”
Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2015): 60430, https://doi.org/10.31078/jk1239.
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agama menurut hukum Islam dalam literatur figh klasik, yang dibedakan
perkawinan beda agama menjadi tiga kategori yaitu: antara pria muslim dengan
wanita musyrik, antara pria muslim dengan wanita ahli kitab dan wanita
muslimah dengan pria non-Muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).
Penulis juga memaparkan perkawinan beda agama dalam fatwa MUI dan Majelis
Tarjih Muhammadiyah, dan mengungkap status hukum perkawinan beda agama
dalam UU perkawinan beserta problematikanya. Dalam perjalanan historisnya,
persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat
Islam sampai saat sekarang ini dan kedepannya. Hal itu dikarenakan adanya pihak
yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final
dan tidak bisa diganggu-gugat, sementara di sisi lain pihak-pihak yang ingin
melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.
Untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan
pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan
memperkaya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pendekatan
komprehensif, kontekstual dan multi analisis. Disamping memperhatikan hail-
hasil penelitian terhadap pasangan beda agama, sehingga keputusan itu dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menafikan doktrin-

doktrin dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada.*

4 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” Media Shart’ah
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 22, no. 1 (May 6, 2020): 48-64,
https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.
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Kelima, Jurnal yang ditulis olenh Sri Wahyuni dengan Judul “Politik
Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. Hasil dari
penelitian tersebut menurut penulis Hukum perkawinan beda agama, yang selama
menjadi polemik antara dilarang atau merupakan kekosongan hukum, ketika
dilihat secara historis dalam proses legislasi undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa proses legislasi tersebut cenderung
melarang perkawinan beda agama tersebut. Dalam proses legislasi undang-
undang tersebut, terutama dari kalangan umat Islam mengajukan apsirasi
pelarangan terhadap perkawinan beda agama, berdasarkan paham mereka tentang
hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama. Dalam undang-undang
perkawinan Indonesia tersebut, hukum perkawinan merupakan hukum agama,
sehingga perkawinan tidak boleh dilaksanakan dengan melanggar ketentuan
hukum agama masing-masing.°

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ashubli, dengan judul
“Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama, (Judicial
Review Pasal Perkawinan Beda Agama)”. Pernikahan beda agama menjadi
suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan
berumah tangga karena banyak perbedaan dalam pola pikir, dan pemahaman yang
disebabkan oleh perbedaan agama yang dianut oleh keduanya. UU Perkawinan

tidak mengatur secara ekplisit tentang perkawinan beda agama dan juga tidak

5 Sri Wahyuni, “POLITIK HUKUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA,” JURNAL PUSAKA 1, no. 2 (2014), https://doi.org/10.35897/ps.v1i2.7.
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melarang perkawinan beda agama. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh
hukum agama masing-masing. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu
merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan
beda agama secara tegas termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya
ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggali bagaimana realitas yang terjadi
dalam aturan agama yang diakui di Indonesia, melalui penetapan inkracht oleh
Mahkamah Konstitusi, sehingga pernikahan beda agama lebih diakomodasi oleh
negara, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari. Penelitian ini
memaparkan pandangan pernikahan beda agama dari sudut pandang agama-
agama yang diakui di Indonesia dengan pluralitas hukum menuju hukum
nasional. Hasilnya penikahan tidak hanya peristiwa hukum semata, Indonesia
yang masyarakatnya religius sehingga perkawinan merupakan peistiwa sakral
bahkan sampai ke tingkatan ibadah. Putusan MK yang menolak perkawinan beda
agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945
merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan
oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah
satunya adalah perkawinan dan perkawinan diatur dalam tatanan hukum di
Indonesia. Sehingga tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara,
termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk serta tidak

bertentangan atau melanggar peraturan perundangundangan.®

6 “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan
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Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Misbahul Munir, Ahmad Dahlan, dengan
Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir
Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny”. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya library reasearch, dengan metode
pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kemudian
di analisis menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian, konsekuensi logis nikah beda agama konsekuensi
logis nikah beda agama adalah (1) Sulit mewujudkan tujuan nikah, karena
membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah membutuhkan
visi yang sama, tujuan yang sama, dan seagama (yakni samasama beragama
Islam), (2) Pernikahan dalam Islam itu adalah Ibadah, oleh karena itu, maka
seagama (agama Islam) anatara suami istri adalah  sebuah keniscayaan.
Dampaknya adalah ibadah nikahnya menjadi tidak sah, (3) Tidak dapat
mewujudkan  Hifdh al-Nasl (menjaga keturunan), (4) Menimbulkan
ketidaknyamanan, (5) Menimbulkan permasalahan, terutama bagi anak, (6)
Hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap layaknya berzina. (7)
Pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya terputus. (8) Hukum nafkah bagi
bapak biologisnya juga tidak ada, (9) Antara bapak biologis dan anak biologisnya
tidak ada hubungan waris, dan (10) jika bapak biologis itu menjadi wali anaknya

yang merupakan hasil nikah beda agama, maka status kewaliannya juga tidak

Beda Agama) | Ashsubli | Jurnal Cita Hukum,” accessed May 4, 2023,
https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319.
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sah. Dampaknya, akad pernikahan anak itu juga tidak sah, dan hubungan suami
istrinya pun tidak sah. Tinjauan hukum Islam terhadap nikah beda agama dalam
Kitab Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Aly al-Shabuny adalah haram. Hal ini
didasarkan pada tafsir al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 221. Tafsir ayat dalam
kitab Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Aly al-Shabuny ini juga dikuatkan oleh
beberapa pandangan ulama’ Nusantara, bahwa nikah beda agama hukumnya
adalah haram dan tidak sah. Hal ini juga didasaran pada al-Qur’an surah al-
Maidah ayat 221, hadits Nabi, dan Qaidah figh.”

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Baharudin Ahmad, dengan judul
“Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Liberalis Dan Peraturan Perkawinan Di
Indonesia”. Penelitian ini memaparkan prosesi akad nikah harus dilengkapi
dengan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat dalam perkawinan ini harus
pula sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia. Pelaksanaan NBA yang dilaksanakan oleh kelompok yang
berpaham liberal, mereka juga menanamkan dirinya kelompok modernis
Indonesia ini ternyata terdapat cukup banyak perbedaan dengan ketentuan agama
dan UUP yang berlaku di Indonesia. Terutama pelanggaran terhadap pasal 2 ayat
(1) dan (2) UU No.1/ 1974. Pasal 2 ayat (1) pada prinsipnya tidak menghendaki
adanya NBA. Demikian pula tata cara atau prosedur perkawinan tidak diikuti

sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1/ 1974 dan PP No.9/

" Misbahul Munir and Ayudya Rizqi Rachmawati, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
NIKAH BEDA AGAMA DALAM KITAB TAFSIR AL-AHKAM KARYA SYAIKH ALY AL-
SHABUNY,” ASA 2, no. 2 (August 1, 2020): 24-37.
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1975.Pelaksanaan NBA ini juga tidak sejalan dengan yang diatur dalam KHI.
KHI pasal 40 huruf c dan pasal 44 melarang NBA. Demikian pula MUI pada
tahun 1980 menfatwakan haramnya NBA. Tahun 2005 kembali MUI
mengukuhkan fatwa tahun 1980 tersebut, karena NBA tidak banyak
mendatangkan maslahah, malah bisa membawa mafsadah.®

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Patrick Humbertus dengan judul
“Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU I Tahun 1974 Tentang
Perkawinan”. Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan survei
di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai angka pernikahan beda agama, mulai
tahun 1980 dari 1000 perkawinan 15 di antaranya melakukan perkawinan beda
agama, angka tersebut meningkat 10 tahun kemudian menjadi 19 perkawinan dari
1000 perkawinan pada tahun 1990, peneliti meyakini jika ada kenaikan di setiap
tahunnya. Penelitian ini berangkat dari perkawinan beda agama di Indonesia
terjadi karena suku dan agama masyarakat yang beragam serta kebutuhan untuk
menjalin  hubungan perkawinan yang bisa terjadi melalui perkawinan
campur. Penelitian ini juga melihat aspek inkonsistensi antara peraturan
perundang-undangan tentang perkawinan dengan praktek perkawinan beda agama
di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif yang dilihat dari beberapa aspek seperti teori, sejarah, filosofi,

serta perbandingan hukum. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan

8 Baharudin Ahmad, “Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Liberalis Dan Peraturan Perkawinan Di
Indonesia,” Al-Risalah 10, no. 2 (October 3, 2019): 150-79.
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fenomena hukum yang didapat dari fenomena sosisal tentang perkawinan beda
agama di Indonesia, sedangkan analisis data yang digunakan ialah analisis
kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara teratur, runtut, serta logis.®
Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Bambang Hermawan dengan judul
“Tinjauan Atas Pemikiran Muhamamd Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli
Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Sebagaimana yang diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), semua bentuk perkawinan beda agama
adalah dilarang, tak terkecuali perkawinan antara pria muslim dengan wanita
ahli kitab. Sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf (c) KHI yang melarang
perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-Muslim dan pasal 44 KHI
yang melarang perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-Muslim . Pasal
40 huruf (c) KHI yang melarang perkawinan beda agama antara pria muslim
dengan wanita non-Muslim , termasuk wanita ahli kitab, bertentangan dengan
paendapat Jumhur Ulama yang cenderung membolehkan perkawinan antara pria
muslim dengan wanita ahli kitab sesuai dengan teks zahir ayat, walaupun
selanjutnya membolehkan dengan syarat bahwa suami yang menikahi wanita ahli
kitab itu tidak terjerumus ke dalam akidah ahli kitab. Penelitian ini menjawab
persoalan terkait konsep ahli kitab dan argumentasi hukumnya menurut pemikiran

Muhammad Quraish Shihab, dan keterkaitannya dengan perkawinan beda agama

% Patrick Humbertus, “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,” Law and Justice 4, no. 2 (November 19, 2019): 101-11,
https://doi.org/10.23917/1aj.v4i2.8910.
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di Indonesia. Kajian dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan
deskriptif -analitis dengan metode studi pustaka.'®

Kesebelas, Jurnal yang ditulis oleh J. Shodig dengan judul “Pernikahan
Beda Agama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia”. Penelitian
ini di latarbelakangi oleh perbedaan pendapat oleh imam mazhab mengenai
perkawinan beda agama yang selanjutnya dikomparasikan dengan hukum positif
yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian studi pustaka, observasi, dan studi
dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang hasilnya perkawinan
beda agama tidak mebawa manfaat namun justru sebaliknya akan menjadikan
mudharat bagi generasi mendatang. Dari latar belakang keyakinan dan pikiran
yang akan berdampak negatif baik bagi keutuhan rumah tangga, keyakinan
maupun pendidikan anak, kecuali jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan
wanita ahlul kitab agar mereka mendapat hidayah dari Allah S.W.T.1

Kedua belas, jurnal yang ditulis oleh Ahmadi Hasanuddin dkk yang
berjudul “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari perspektif Islam Dan HAM”.
penelitian yang dilatarbelakangi bertentangan antara konsep HAM yang diusung
oleh barat dengan konsep HAM dalam Islam tentang perkawinan beda agama,
landasan teori yang dipakai dalam tulisan ini didasarkan pada al-Qur’an Surat Al-

Maidah ayat 5, al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 221, al-Qur’an Surat Al-

10 Bambang Hermawan, “Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli
Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” Isti*dal : Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 1
(June 29, 2018): 2034, https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852.

11 Jafar Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT
IMAM MADZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam
Dan Pranata Sosial 7, no. 01 (September 1, 2019): 1-30, https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543.
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Mumtahanah ayat 10, dan juga memuat teori tentang HAM yaitu Teori Hugo de
groot. Hukum pernikahan beda agama dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua
bagian, yaitu pertama, pernikahan dengan non-Muslim /kafir dan yang kedua
pernikahan dengan ahli kitab, dan secara global para ulama telah sepakat islam
melarang pernikahan beda agama. Di Indonesia larangan Pernikahan beda Agama
dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan intruksi Presiden
nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda
agama sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf ¢ KHI. Namun berbeda halnya
dengan pernikahan dengan ahli kitab pendapat mengenai kebolehan menikahi
wanita ahli kitab jumhur ulama mengatakan bahwa dalam Q.S al-Maidah ayat 5
merupakan bentuk kekhususan dari Q.S al-Bagarah ayat 221 sehingga pernikahan
dengan ahli kitab diperbolehkan. Dalam konsep HAM barat, pernikahan
dirumuskan dalam instrumen hukum internasional yaitu Universal Declaration of
Human Righ 1948 (DUHAM) yang tepatnya pada pasal 16 ayat 3, yang mana
pernikahan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama. Pada
kesimpulannya penulis menerapkan kaidah ushul figh “idza ijtama’a baina al
halal wal haram ghuliba al haram” sebagaisolusi dalam pengambilan hukum dan
bentuk ihtiyaat atau kehati-hatian dalam pelaksanaan Syari’ah islam, begitupun
seharusnya HAM tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh

Allah SWT.*2

12 Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, “PERNIKAHAN
BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM,” Khazanah: Jurnal
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Ketiga belas, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yusuf yang berjudul
“Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan
Beda Agama”, penelitian ini mengkaji konsep maslahah mursalah dan kaitannya
lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai larangan muslim menikah
dengan non-Muslim . Menurut penulis fatwa MUI dianggap resisten dan dinilai
oleh sebagian pemerhati gender sebagai bentuk ketidak adailan gender, maka
penelitian ini menjawab pertanyaan apakah faywa MUI tersebut sesuai dengan
konsep maslahat yang dikehendaki oleh tujuan syariat? Dan sejauh mana
kontribusi fatwa MUI tersebut dalam membangun kemaslahatan dan mencegah
mudharat dalam konteks negara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945?.
Hasil dari penelitian ini status hukum bagi seorang muslim menikah dengan ajl al-
kitab pada dasarnya boleh sebagaimana yang dilakukan pada masa Rasululllah
Saw yang kemudian diceraikannya. Istihad tersebut merupakan alternatif dalam
mamahami ayat yang berkaitan dengan ahl al-Kitab boleh tidaknya dinikahi oleh
pria muslim. Penerapan konsep al-maslahah al-mursalah didasarkan atas
pertimbangan pencegahan mudarat dan memilih yang mengandung maslahat
lebih besar atau yang lebih ringan mudaratnya. Bagitu juga dengan Fatwa MUI
tentang pelarangan seorang Muslim dan atau Muslimah menikah dengan non

Muslim adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai institusi dan sebagai pelayan

Mahasiswa, July 1, 2013, 99-117, https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8.
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masyarakat (khadim al-ummah) yang mewakili orang banyak, sehingga
pertimbangannya didasarkan pada mashlahat daruriyyat al-‘ammat.’3

Keempat belas jural yang ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul
“Perkawinan Beda Agama”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh pro dan kontra
pengesahan perkawinan beda agama selain itu dalam Undang-Undang
perkawinan beda agama tersebut belum diatur secara tegas yang masih
menimbulkan multi tafsir. Berwngkat dari hal tersebut penulis menguraikan
beberapa ayat al-Qur’an yang didalamnya membahas mengenai perkawinan beda
agama kemudian menjabarkan dan membahasnya, kaitannya dengan perkawinan
antar agama, nas tentang perkawinan antar agama (wanita musrik), perkawinan
antar agama pada mas Nabi SAW, Maqasid al Syari’ah Nas-Nas Perkawinan
Beda Agama, Pernikahan beda agama perspektif Fikih Konvensional,
Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Peraturan tentang Perkawinan antar-
Agama di Negara Muslim Lain (Kontemporer), dan Analisis Kawin beda
agama dalam praktek. Penulis menarik kesimpulan bahwa perkawinan beda
agama yang terjadi pada masa sekarang dengan perkawinan beda agama masa
Nabi SAW berbeda maksud dan tujuannya. Perkawinan. Perkawinan beda agama
(ahli kitab) diperbolehkan, berlaku bagi laki-laki Muslim menikah dengan wanita
Anhli Kitab tapi tidak berlaku sebaliknya, karena nabi Muhamad pernah menikah

dengan ahli kitab (Safiyah Binti Huyay Bin Aktab dan Mariatul Kibtiyah).

13 Muhammad Yusuf, “Pendekatan Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan
Beda Agama,” AHKAM: Jurnal Illmu Shari’ah 13, no. 1 (February 1, 2013),
https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/955.
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Menurut ulama madern yang dimaksud ahli kitab adalah Majusi, Sabian, Hindu,
Budha, konfucius, Shinto dan agama-agama lainnya. Adapun yang dimaksud
perempuanperempuan musrikah dalam surat al Bagarah ayat 221 adalah
perempuan musyrik arab masa lalu.*

Kelima belas, jurnal yang ditulis oleh Andika Prawira Buana dengan judul
“Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar”
penelitian ini berusaha memaparkan konsistensi pemerintah terhadap masyarakat
dalam menyikapi perkawinan beda agama khususnya yang terjadi di kota
Makassar yang mana dalam aturan UU Nomor 1 tahun 1974 tetntang perkawinan
sangatlah jelas tidak dimungkinkannya perkawinan beda agama. Penelitian
tersebut menggugakan tipe kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan
menggunakan data primer dan sekunder yang selanjutnya teknik pengumpulan
data yakni dokumentasi, wawancara, dan kuisioner serta menggunakan metode
purposive sampling dari pelaku perkawinan beda agama, masyarakat, dan
pegawai Dukcapil Kota Makassar. Hasilnya dilaksanakan praktik perkawinan
beda agama yang ada di kota Makassar setelah mendapatkan penetapan dari

Pengdilan Negeri setempat hal tersebut terlihat tidak konsistensinya implementasi

14 Arifin, “Perkawinan Beda Agama.”
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UU No 1 tahun 1974 tentang perkwinan dalam menyikapi perkawinan beda
agama.’®

Keenam belas, jurnal yang ditulis olen M. Arif Hakim yang berjudul
“Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Perubahan Atas pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda” penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan
kasus dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil
penelitiannya penulis memaparkan mengenai latar belakan amandemen batas usia
perkawinan pasal 1 ayat 1 UU No 16 tahun 2019 Perubahan Atas pasal 7 Ayat 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan bermula dari
permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa pembedaan usia antara
laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam
hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Amandemen
tersebut merupakan capaian perkembangan yang positif khususnya untuk hukum
di Indonesia. Kemudian dilihat dari tinjauan teori sistem Jasser Auda terhadap

batas usia ditemukan bahwa bisa dikatankan bahwa aturan ini sejalan dengan

15 Andika Prawira Buana, “Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar,” Jurnal HAM 8,
no. 2 (December 15, 2017): 117-29, https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.117-129.
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Magqasid al-shariah dan diharapkan menjadi solusi yang lebih baik dalam
tatanan masyarakat.'®

Ketujuh belas, jurnal yang ditulis oleh Mega Rani Tiara S. yang berjudul
“Diskursus tentang Nikah Beda Agama (Kajian Magasid As Syari’ah)”. Penelitin
ini melihat bagaimana perspektif Maqasid Syari’ah secara umum terhadap praktik
perkawinan beda agama yang marak terjadi di masyarakat. Penelitian ini termasuk
dalam jenis penelitian normatif dengan dengan pengolahan dan analisa data
secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya penulis memaparkan
bahwa Terhadap kawin beda agama tidak ada satupun manfaat yang akan
diperoleh karena mudarat yang di dapat lebih banyak. Untuk itulah islam
melarang nikah beda agama karena tujuan yang akan diperoleh tidak ada.’

Kedelapan belas, jurnal yang ditulis oleh Novan Nur Khafid Azmi yang
berjudul “Perkawinan Beda Agama Antara ‘lllat dan Magasid Al-Syari’ah”.
Penelitin ini mengkaji dari dua sisi yaitu menurut llatnya dan Maqasid Syari’ah
tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian pustaka dan documenter
Library Research. Penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitiannya penulis memaparkan bahwa perkawinan antara

16 M. Arif Hakim and M. A. Arifin, “TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA,”
Mizan: Jurnal lImu Hukum 11, no. 1 (June 30, 2022): 100-118,
https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2664.

1" Mega Rani Tiara S, “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Shari’ah),” Al-
Adl : Jurnal Hukum 8, no. 1 (February 25, 2016), https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.351.
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orang yang beda agamanya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa persoalan
perkawinan antara orang yang menganut agama yang berbeda sudah terdapat
ketentuannya dalam al-Qur’an. Ketentuan pertama umat Islam (laki-laki/wanita)
dilarang melakukan perkawinan dengan non-Muslim (laki-laki/wanita) (Q. S. al-
Bagarah [2]: 221). Ketentuan kedua terdapat kebolehan laki-laki muslim menikah
dengan wanita non-Muslim ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) (Q. S. al-Ma’idah
(4) dan (5). Alasan pendapat yang memebolehkan perkawinan tersebut selain
berdasarkan pemahaman tektual terhadap ayat-ayat al-Qur’an, sebagian yang lain
menggunakan pemahaman secara hermeneutik. Disamping itu Pada
kenyataannya, perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan
disyari’atkannya perkawinan, karena mengantarkan kepada kemadaratan dalam
persoalan agama, padahal agama memiliki kedudukan yang penting dalam Islam.
Bahkan dari segi prioritas menempati kedudukan yang daruriyyat dan menempati
nomor satu dari lima hal yang termasuk dalam daruriyyat.8

Kesembilan belas, jurnal yang berjudul “Interfaith Marriages Based on
Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles” yang ditulis
oleh Benny Krestian Heriawanto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
keabsahan perkawinan beda agama perspektif hukum positif Indonesia dan
hukukm perdata Internasional terutama perkawinan yang dilakukan diluar negeri

baik antar sesama warga nega Indonesia maupun dengan warga negara asing.

18 Nofan Nur Khafid Azmi, “PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA ‘ILLAT DAN MAQASHID
AL-SHART’AH,” n.d.
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Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-
undang. Perkawinan yang dilangsungkan di di Indonesia harus memenuhi
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan. Hasil kajian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda
agama tidak dapat dilangsungkan baik di dalam maupun di luar negeri karena
bertentangan dengan asas asas hukum perdata internasional dan hukum positif
Indonesia.*®

Kedua puluh, jurnal dengan judul “Marriage and Religion: Dynamics of
Religious Conversion in Marriage and The Advancement of Community Religious
Life Perspective of Religious Psychology and Sociology (Study in Lumajang
Regency) yang ditulis oleh Muhammad Aminuddin Shofi. Penelitian ini mencoba
mengkaji alasan pasangan beda agama melakunkan konversi agama kembali
pasca perkawinan, penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan
studi kasus dengan memaparkan hasil interview dan dokumen yang ditemukan
lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten tepatnya di dua desa. Hasilnya ada
tiga alasan tindakan konversi yang dilakukan informan penelitian: a) Kuatnya
keimanan pada agama asal sehingga sulituntuk harus secara total melakukan
konversi agama ketika melangsungkan perkawinan. b) Kebebasandalam
menganut agama yang diberikan oleh pasangan dan keluarga menjadi dukungan

sosial yangmenjadikan pelaku konversi tetap tenang dan percaya diri atas

19 Benny Krestian Heriawanto, “INTERFAITH MARRIAGES BASED ON POSITIVE LAW IN
INDONESIA AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES,” UNIFIKASI : Jurnal limu
Hukum 6, no. 1 (August 20, 2019): 94-100, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1571.
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tindakannya. ¢) Lingkungan sekitarjuga menjadi alasan pelaku konversi, agama
mayoritas masyarakat sekitar juga dapat mempengaruhitindakan konversi pada
agama semula.?°

Kedua puluh satu, jurnal dengan judul “Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang
Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridho dan al-Maraghi” yang ditulis
oleh Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra. Tulisan ini mencoba menelaah
pandangan ulama Rasyid ridha dan al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat
tentang pernikahan beda agama. Ada beberapa konklusi yang bisa ditarik dari
studi komparasi penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi terhadap ayat-ayat
pernikahan beda agama, yaitu sebagai berikut: Pertama, Pernikahan antara pria
muslim dengan wanita musyrik. Penafsiran mereka terhadap ayat itu adalah
haram hukumnya pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Akan tetapi,
menurut Rasyid Ridha, kata “musyrikat” dalam ayat tersebut berbentuk khusus,
yaitu “musyrikat” Arab saja. Sementara menurut alMaraghi, “musyrikat” dalam
ayat itu adalah “musyrikat” secara global. Rasyid Ridha menafsirkan ayat itu
berpegang pada pendekatan al-‘ibrah bi khusis al-sabab 14 bi ‘umam al-lafzhi.
Sementara al-Maraghi berpegang pada pendekatan al-‘ibrah bi ‘umtm al-lafzhi la
bi khusds al-sabab. Yang kedua, Pernikahan antara pria muslim dengan wanita

Ahli Kitab. Penafsiran mereka terhadap ayat itu adalah boleh hukumnya pria

20 Muhammad Aminuddin Shofi, “Marriage and Religion: Dynamics of Religious Conversion in
Marriage and The Advancement of Community Religious Life Perspective of Religious Psychology
and Sociology (Study in Lumajang Regency): Marriage and Religion: Dinamika Konversi Agama
Dalam Perkawinan Dan Kemajuan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perspektif Psikologi Dan
Sosiologi Agama (Studi Di Kabupaten Lumajang),” Dialog 44, no. 1 (June 29, 2021): 51-66,
https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.422.
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muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab. Kriteria Ahli Kitab menurut Rasyid
Ridha adalah asalkan punya kitab suci. Sementara menurut al-Maranghi, Ahli
Kitab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja. Baik Rasyid Ridha maupun
al-Maraghi, mereka memakai pendekatan takhsis al-ayah bi al-dyah dalam
memahami ayat tersebut. 2!

Kedua puluh dua, jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap
Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia Yang Menikah Di Luar
Negeri Menurut Pandangan Para Ahli Agama”, oleh Lady Maurizka Adesi.
Penelitian ini mencoba menganalisis keabsahan perkawinan beda agama menurut
pandangan para ahli agama di Indonesia dan untuk menganalisis akibat hukum
perkawinan beda agama menurut pandangan para ahli agama di Indonesia.
Penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat penelitian hukum yuridis
normatif. Undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan
dari sudut pandangan agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda
agama maka perkawinan agama boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang
perkawinan beda agama maka tidak boleh melakukan perkawinan beda agama.
Perkawinan beda agama menurut para ahli Agama dari Islam, Katolik, dan Hindu,
mengatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau tidak diperbolehkan.
Kecuali ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan atau dipenuhi terlebih

dahulu. Dan bahwa terdapat beberapa aturan mengenai perkawinan beda agama di

2l Desri Ari Enghariano and Amaruddin Asra, “TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi,” SYAHADAH : Jurnal limu
al-Qur’an dan Keislaman 5, no. 1 (December 16, 2017), https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.128.
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luar Indonesia, yang mana perkawinan beda agama tidak memiliki status hukum
dan tidak mempunyai kepastian hukum dan dapat batal demi hukum, karena tidak
memenuhi syarat.??

Kedua puluh tiga, jurnal dengan judul “Dinamika Status Hukum
Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia”, oleh Sulhi M. Daud
dkk, penelitian ini membahas nalar fikih Indonesia terkait perkawinan beda
agama yang terjadi di Indonesia, dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah dan
fatwa dari sejumlah ormas dan institusi Islam Indonesia. Fikih Indonesia pada
umumnya memandang pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah.
Namun pandangan fikih tersebut juga mengakui bila terdapat ayat al-Quran yang
membuka peluang pernikahan beda agama, terutama antara laki-laki muslim dan
perempuan non-muslim. Namun, peluang tersebut ditutup demi mencegah
kemudaratan (syadduz zariah). Ini menunjukkan bahwa, secara normatif, terdapat
ayat yang membolehkan menikahi non-Muslim (ahl kitab), namun secara sosial-
politik persyaratan itu tidak bisa dipenuhi. Diikuti oleh sejumlah besar
masyarakat Islam, ormas, dan istitusi Islam seperti MUI, sikap kelompok ini
sangat ketat sehingga tidak memberi peluang penafsiran yang memungkinkan
terjadi penafsiran ulang terhadap term-term progresif seperti ahlul kitab. Model

fikih Indonesia memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat muslim terhadap

22 Lady Maurizka Adesi Nim A1011171241, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI
MENURUT PANDANGAN PARA AHLI AGAMA,” Jurnal Fatwa Hukum 5, no. 1 (February 7,
2022), https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/52387.
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UU Perkawinan 1974. Jika pandangan dan sikapnya tradisional-konservatif,
maka, aturan tentang perkawinan beda agama dianggap sebagai larangan mutlak.
Sedangkan jika fikih berorientasi liberal, aturan tersebut tidak memiliki hubungan
sama sekali dengan larangan perkawinan beda agama. Bahkan bagi mereka,
aturan tentang perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur oleh negara atau
terdapat kekosongan norma.?

Kedua puluh empat, jurnal dengan judul “Perkawinan Beda Agama Di
Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab”, oleh
Fadzril Julian Qiqgval. Penelitian ini mencoba membahas tentang pandangan
hukum pernikahan beda agama menurut pertaturan perundang-undangan di
Indonesia dan menurut para fugaha. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitaif. Tidak diaturnya pernikahan beda agama secara
eksplisit dalam UU No. 1 tahun 1974 mengakibatkan perbedaan interpretasi
terhadap pasal 2 ayat 1 tersebut. Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa perkawinan
beda keyakinan atau agama, selain dengan wanita murni ahli kitab atau musyrik
hukumnya haram. Fugaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan
muslimah dengan pria non-Muslim baik ahlul kitabatau musyrik tidak sah karena
akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena
sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan

perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat

23 SQulhi M. Daud, Mohamad Rapik, and Yulia Monita, “Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda
Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia,” Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (December 30, 2022):
357-91, https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391.

36



dikalangan fugaha Antara lain: Menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita
kitabiyyah yang ada di Daar AlHarbi hukumnya makruh tahrim, karena akan
membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid yang besar. Menurut madzhab
syafi’i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab.
Menurut madzhab hambali bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila
wanita wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani.?*

Kedua puluh lima, jurnal dengan judul “Interfaith Marriage In The
Constitution And The Islamic Law Dinamics In Indonesia”, oleh Ahmad
Nurcholish. Penelitian ini mencoba menjelaskan menjelaskan tiga poin penting
tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Pertama, bagaimana konstitusi di
Indonesia mengatur pernikahan ini? Kedua, bagaimana hukum agama, khususnya
hukum Islam, memberikan landasan dan argumentasi hukum? Ketiga, bagaimana
praktik perkawinan beda agama di Indonesia? Kemudian tulisan ini juga akan
membahas tentang dinamika antaragama keluarga. Secara khusus, pembahasan
tentang hidup dalam keragaman, penghormatan dan penghargaan, dan bagaimana
pendidikan anak dilakukan, terutama yang religius.?

Kedua puluh enam, jurnal dengan judul “Terfaith Marriage In The
Perspective Of Islamic Jurisprudence” oleh Muhammad Saleh, dkk, Penelitian ini

membahas tentang bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam pandangan

24 Fadzril Jullian Rigval, “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT HUKUM
ISLAM DALAM PANDANGAN EMPAT MADZHAB,” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum
Keluarga  Dan Peradilan Islam 4, no. 1 (March 31, 2023):  47-56,
https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21638.

%5 Heriawanto, “INTERFAITH MARRIAGES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA AND
PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES.”
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fikih Islam dan bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode penelitian pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa Hukum perkawinan beda agama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: a)
Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab yaitu kebanyakan
ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka
menganggapnya makruh. b) Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan
perempuan musyrik yakni para Ulama sepakat bahwa seorang pria muslim
diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. ¢) Hukum muslimah
menikah dengan laki-laki non-Muslim , Para ahli hukum Islam menganggap
perkawinan ini dilarang oleh Islam, baik itu calon suami dari ahli kitab (Yahudi
dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai Kitab suci seperti
Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki
Kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain
dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun.
Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membolehkan untuk menikah
dengan laki-laki atau perempuan selain Islam. Perbedaan agama dalam kompilasi
hukum islam menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.?®
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikemukakan

diatas, terlihat perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

%6 Muhammad Saleh et al., “Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Jurisprudence and
Compilation of Islamic Law,” Journal of Family Law and Islamic Court 1, no. 2 (2022),
https://doi.org/10.26618/jflic.v1i2.10106.
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1. Problem akademik yang dimunculkan.

Pada dasarnya obyek akademik yang akan penulis teliti memang
terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai “perkawinan
beda agama”. Akan tetapi, antara penelitian yang penulis lakukan dengan
penelitian terdahulu terdapat perbedaan dari segi variabel pendukung obyek
kajian. Penelitian-penelitian terdahulu lebih terfokus melihat perkawinan beda
agama dengan kacamata hukum positif Indonesia, khususnya menggunakan
undang-undang. Permasalahannya bagaimana hukum positif melihat
fenomena perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian yang akan penulis
lakukan akan mengkaji perkawinan beda agama menggunakan kacamata
hukum Islam lebih khusus lagi menggunakan pandangan tokoh Islam
kontemporer yang bernama Jaser Auda. Meskipun penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Ana Laela, Ulil Amri, Misbahul Munir dan Bambang
Hermawan terdapat persamaan melihat perkawinan beda agama dari
perspektif hukum Islam, hanya saja terdapat perbedaan sudut pandang terkait
bagian hukum Islam yang digunakan. Penulis melakukan kajian dari sudut
pandang pendapat tokoh Islam mengenai fenomena perkawinan beda agama,
sedangkan penelitian terdahulu melihat dari perspektif hukum Islam secara
umum.

2. Kerangka teori yang digunakan.
Penelitian terdahulu menggunakan kerangka teori yang berdasarkan

kepada sumber-sumber hukum positif, mendeskripsikan Undang-Undang dan
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doktrin-doktrin dari barat yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan
perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan
menggunakan kerangka teori yang berdasarkan kepada Hukum Islam atau
Ushul Figh khsusnya berkaitan dengan Magashid Syari’ah, Putusan/penetapan
pengadilan dan beberapa pandangan tokoh-tokoh islam mengenai Magashi
Syari’ah. Meskipun terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan
kerangka hukum islam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ana Laela, Ulil
Amri, Misbahul Munir dan Bambang Hermawan, hanya saja terdapat
perbedaan mendasar dari beberapa segi kerangka teori yang digunakan.

Model analisis yang digunakan.

Penelitian terdahulu cenderung melakukan analisis terhadap fenomena
perkawinan beda agama secara umum menngunakan pisau analisis Undang-
Undang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menganalisis penetapan
yang mengabulkan perkawinan beda agama vyaitu penetapan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan menggunakan
doktrin atau pendapat dari Jaser Auda mengenai Maqasid Syari’ah sebagai
pisau anaisisnya.

. Segi aspek temuan/hasil yang diperoleh.

Peneltian terdahulu, hasil penelitian yang dimunculkan cenderung
berbicara mengenai terjadi kekosongan hukum dan perbedaan penafsiran
dalam melihat fenomena perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian yang

penulis lakukan lebih menitikberatkan hasil penelitian dengan melihat
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perkawinan beda agama dengan menggunakan doktrin Jasser Auda terkait

Magashid Syari’ah.

B. Kerangka Teori
1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah dalam bahasa arab disebut W\ — =<5 yang artinya
mengawini, menikah.?’ Dalam al-Qur’an dan Hadis, pernikahan disebut
dengan al-nikah ( z\Sd) dan al-ziwaj/ al-zawj/ atau al-zijah (4> - z3l -
z)s W), Secara harfiah, al-nikah berarti al-watu (s-3), al-dammu (~=! ) dan
al-jam’u ( &), Al-wat’u berasal dari kata wati’a — yata’u - wat’an (s - Uay -
U 5), artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak memasuki, menaiki,
menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.?® Al-dammu yang terambil dari
akar kata damma - yadummu - damman ( L - aa - a), secara harfiah
berarti  mengumpulkan, = memegang, = menggenggam,  menyatukan,
menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.
Juga berarti bersikap lunak dan ramah.?® Sedangkan al-jam’u yang berasal
dari kata jama’a — yajma’u — jam’an ( > - e - aes ) berarti
mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan,

dan menyusun.®

27 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 14 (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997, n.d.), 1461.

28 Munawwir, 1671-72.

23 Munawwir, 887.

0 Munawwir, 225.
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Perkawinan atau pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan
berlaku pada semua makhluk Allah Swt. Namun itu adalah suatu cara yang
dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang
biak, dan melestarikan hidupnya.®* Nikah menurut bahasa,® berarti peng-
gabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan
mengumpulkan. Sedangkan Nikah menurut istilah syara’,®® berarti akad antara
pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi
halal.

Sayyid Sabig dalam bukunya “Figh Sunnah” mendefinisikan nikah

sebagai berikut:

SOl e e eV as Lo tile py 5 Sl sl 5l e e e By )

ekl Je 5 ol el Jio

31 M. A. Tihami, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap (Rajawali Press, 2009), 6.
32 Nikah menurut etimologi :

nd) L cmly oy Lo 1) s V) oS s a3 4,y s el uﬁcm\
Artinya: “Nikah menurut bahasa ialah gabungan atau kumpulan. Orang Arab mengatakan
Tanaakahatil Asyjaaru bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya”. Lihat : Zainudin
Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, I’anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu’in Bi Qurrotia’in,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995, n.d.), 432.
33 Nikah menurut istilah (terminologi) syara’ adalah:

Tl ] il s oy Bl sy e

Artinya: “Akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wath"i (persetubuhan) dengan
memakai kata nikah atau kawin”. Lihat: Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, I’anat Al-Thalibin
Bisyarhi Fath al-Mu’in Bi Qurrotia’in,.
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"Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada
semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”3*

Kata nikah dalam al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyebut
akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan
seksual. Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam
bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”%, yang menurut
bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau
beristri: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin”
digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan
menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah®® hanya digunakan pada manusia karena
mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama
menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu
proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak
perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu,
nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh).®’

Ada beberapa defisi perkawinan yang dikemukakan ulama fikih,

diantaranya menurut Sayuti Talib pernikahan ialah perjanjian suci

3 Ahmad Tirmidzi, Lc, Futuhal Arifin, Lc, and Farhan Kurniawan, Lc, Ringkasan Figih Sunnah

Sayyid Sabiq, 1st ed. (Pustaka Al-Kautsar, 2013, n.d.), 402.

35“Hasil Pencarian - KBBI Daring,”
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan.
36«Hasil Pencarian - KBBI Daring,”

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah.

accessed October 9, 2023,

accessed October 9, 2023,

37 Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, I’anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu ’in Bi Qurrotiain,.
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membentuk  keluarga antara  seorang laki-laki  dengan  seorang
perempuan.® Sementara Mahmud Yunus menegaskan, pernikahan ialah
akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat yang telah diatur
oleh syariat.® Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut
Syara’ ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-
laki dengan ucapan tertentu danmemenuhi rukun serta syaratnya.*® Syaikh
Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa “nikah” berarti
penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu
ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.*

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia berpendapat bahwa pernikahan dalam
literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj.
Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan
banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi.*? Dari berbagai pengertian
diatas meskipun redaksinya berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama.

Karena itu dapat disimpulkan pernikahan ialah suatu akad atau perikatan

38 “Hykum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam / Oleh Sayuti Thalib | OPAC
Perpustakaan Nasional RI.,” 47, accessed October 9, 2023,
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=893040.

39 Mahmud Yunus, Hukum Pernikahan dalam Islam (Cet.XIl ; Jakarta : PT Hidakarya Agung,
1990), h.1

40 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahanlslam dan Undang-Undang pernikahandi
Indonesia(Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), h.1

41 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami’ Fi Figh an-Nisa’, terj. M. Abdul Ghofar ,Figih
Wanita“, (Jakarta; Pustaka al-kautsar, 2002), h.375.

42 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2006, n.d.), 35.
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untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam
rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.

2. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Definisi pernikahan beda agama tidak jauh beda dengan definisi
pernikahan pada umumnya. Pernikahan beda agama merupakan ikatan lahir
dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama
menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-
syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya
masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa
pernikahan beda agama ialah pernikahan antara orang Muslim (pria/wanita)

dengan non-Muslim (pria/wanita).*

Sedangkan pernikahan beda agama menurut Romo Antunius Dwi
Joko, Pr yaitu pernikahan antara seorang baptis Katolik dengan pasangan
yang bukan Katolik (bisa dibaptis oleh gereja lain, atau sama sekali
tidak dibaptis). Dan menurutnya, gereja memberi kemungkinan untuk

pernikahan beda agama tersebut karena membela dua hak asasi, yaitu

43 Masfuk Zuhdi, Masail Fighiyah(Jakarta: PT.Toko Gunung Jati, 1997), h.4
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hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup (agama)

sesuai dengan hati nuraninya.*

Putusan dan Penetapan pengadilan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara
para pihak.*® ldealnya putusan hakim memberi keadilan, mencerminkan
kepastian dan memberi kemanfaatan.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan
(volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah,
wali adhal, poligami, perwalian, itshat nikah, dan sebagainya. Penetapan
merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang
sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan
hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”,

namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.*®

44 Kornelia Lito Weruin, “Perkawinan Beda Agama Merupakan Kesempatan Istimewa Untuk Dialog
Antaragama,” KATOLIKANA (blog), October 7, 2021,
https://www.katolikana.com/2021/09/28/perkawinan-beda-agama-merupakan-kesempatan-istimewa-
untuk-dialog-antaragama/.

4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 7th ed. (Yogyakarta : Liberty, 2006, n.d.),

46 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia.
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Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir
sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan.*’
Mengenai penetapan dijelaskan oleh Yahya Harahap, putusan yang berisi
pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk
penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking;

decree).*®

4. Magqasid SyarT’ah Perspektif Jasser Auda

Paradigma Jasser Auda tentang Magqasid al Syar’ah pada dasarnya
tidak bisa dilepaskan dari pemikiran al-Shatibi yang di anggap sebagai peletak
fondasi Maqashid al Shari’ah dalam karya Al-Muwafagad | Ushul Al-Ahkam
Al-Shatibi* berkesimpulan bahwa pada prinsipnya SyarT’ah itu ditetapkan
hanya untuk mewujukan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.
Al-Shatibi membagi Magashid Syari’ah kedalam 3 macam yaitu: Daruriyah,

Hajjiyah dan Tahsiniyah.>°

47 Sovia Hasanah S.H, “Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan - Klinik Hukumonline,”
hukumonline.com, accessed May 5, 2023, https://hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-
penetapan-pengadilan-1t591a552ec941d.

4 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian,
Dan Putusan Pengadilan, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, n.d.), 42.

49 Abi Ishaq lbrahim ibn Musa al Lakhmi al Gharnathi ASY SYATHIBI, Al Muwafagat Fi Ushul al
Ahkam Jil.2/ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhmi al Garnathi Asy Syathibi (Dar al Fikr, 1990).

0 Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemashlahatan manusia, yang oleh al-
Syatibi membaginya kepada tiga macam, yaitu: 1). Daruriat yaitu segala hal yang menjadi sendi
eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan manusia. Kemashlahatan Daruriat
meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut
menjadi tujuan utama dari semua agama. 2). Hajiyat yaitu segala kebutuhan manusia dalam
memperoleh Kkelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (musyaqgat). Jika kedua
kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami Kkesulitan dalam hidupnya
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Menurut Al-Shatibi, al-Daruriyah merupakan kemaslahatan primer
yang harus ada bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila tidak ada
akan membawa dampak kerusakan bahkan hilangnya kehidupan seperti:
makan, minum, sholat, dan ibadah lainnya. Hajjiyah merupakan kebutuhan
manusia untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia misal hukum rukhsoh
qosor sholat bagi musafir, tidak puasa bagi orang sakit. Sedangkan Tahsiniyat
merupakan sesuatu yang diamalkan kebaikan hidup dan menghilangkan

keburukan seperti menghilangkan najis, menutup aurat dan lain-lain.>

Berdasar kepada pemikiran Al-Shatibi tersebut, dalam mengatasi
kegalauan pemikirannya tentang hukum Islam Jasser Auda mengusulkan
enam analisis sistem ketika berbicara mengenai magashid Syari’ah. Keenam
fitur sistem yang dibangun oleh Jasser Auda disesuaikan dengan kondisi
masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanuasiaan dan
semangat hidup.> Ada enam fitur epistemologi hukum Islam yang
menggunakan pendekatan filasafat sistem. Fitur yang diusung Jasser Auda

tersebut dimaksudkan untuk mengukur sekaligus menjawab bagaimana

meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak. 3). Tahsiniyat adalah segala yang pantas
dan layak mengikutakal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikutakal
sehat. Tegasnya tahsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (makarim al-akhlaqg).
Lihat : Ishaq Al Syatibi, “Al Muafaqot fi Ushul al Shari’ah; Jilid 1 & 2” (Darul Kitab Al Imiyah
Bairut, 2003), 127.

51 Sulhan Hamid A. Ghani, “PARADIGMA JASSER AUDA TENTANG MAQASHID AL
SHART’AH: Paradigma Jasser Auda,” Jurnal Paradigma 7, no. 1 (March 1, 2019): 19,
https://doi.org/10.53961/jurnalparadigma.v7il.17.

52 auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Shari’ah, 35.
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magqasid al-Syari’ah diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan

berijtihad di era sekarang ini.

Auda menjelaskan fitur sistem tersebut berdasarkan dua perspektif
yaitu teori sistem (system theory) dan teologi Islam (islam theology). Adapun
keenam fitur tersebut yaitu: cognitive nature of system (kognisi), wholeness
(utuh), openness (terbuka), interrelated hierarchy (kesaling terkaitan), multi-
dimensionality (melibatkan berbagai dimensi) dan purposefulness (terfokus

pada tujuan).>® Sebagaimana penjelasan dibawah ini:

1) Sifat kognitif (Cognitve Nature),

Inti dalam fitur ini adalah upaya dalam memisahkan antara wahyu
serta kognisi manusia.>® Hukum islam (figh) merupakanhasil ijtihad
seseorang atas teks (al-Qur’an serta Sunnah). Dari kasus itu, Allah tidak
dapat dikategorikan sebagai faqih, sebab tidak mungkin tersembunyi dari-
Nya. Namun manusialah yang bisa di kategorisasikan sebagai fagih karena
hasil dari idrak/kognisi manusia.*®

Menurut al’Aini: “Figh merupakan pemahaman, pemahaman

membutuhkan presepsi yang bagus. Sedangkan Presepsi adalah daya yang

53 Jasser Auda, Magasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach (London : The
International Institute of Islamic Thought, 1428ah/2007ce, n.d.), 45.

5% Auda, 45-46.

% Pandangan Auda dalam membedakan antara kognisi seorang fagih sejalan dengan ungkapan Ibn
Taimiyyah, bahwa fikih (hukum Islam) merupakan hasil ijtihad manusia sehingga Allah tidak bisa
disebut sebagai faqih. Kognisi tidak hanya sebatas akal (idrak) saja, bisa juga timbul dari pemahaman
seseorang (fahm). Lihat, Ahmad b. Taimiyyah, Kutub wa Rasa’il, ‘Abd al-Rahman al-Naji (ed), jilid
21 (Riadh: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), 31. Dan Ibn ‘Amir al-Hajj, al-Tagrir fi ‘llm Usil al-Figh,
jilid 1 (Bairtt: Dar alFikr, 1996), 26.
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membuat seseorang mampu menghubungkan citra atau makna hollistik
pada idrak” >®

Figh mesti diubah klaimnya, dari pengetahuan ilahiah menjadi
kognisi manusia. Ini lebih cocok dengan konsep figh, sebab ia merupakan
hasil dari ijtihad seseorang atas nas dengan tujuan mengungkap makna
yang terkandung. Pembedaan tersebut akan berpengaruh pada paradigma,
bahwa ayat al-Qur’an merupakan wahyu, sementara penafsiran seseorang
atasnya bukan wahyu. Dengan demikian, tidak akan ada lagilegitimasi atas
kebenaran sendiri. Sebab segala bentuk interpretasi seseorang atas teks
suci hanya bersifat subjektif bahkan dikategorikan sebagai pemahaman
zan (dugaan).

Al-Baidawi mengungkapkan: “Tentu saja, Fikih adalah dugaan
(zan) alih-alih keyakinan (ilm) yang berada pada tingkatan yang berbeda-
beda. Sebab, keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu adalah
juga kemauan Tuhan yang merupakan klaim mustahil dapat diverifikasi
atau dibuktikan”.®’

Melalui fitur ini dapat diketahui, alasan Auda memberi Kritik
konsep maqasid klasik. Itu berhubungan dengan orientasi maqasid klasik
yang dideduksi dari berbagai kitab fikih, bukan al-Qur’an serta Sunnah.

2) Keterbukaan (Openness/al-Infitahiyah)

5 Bar al-Din al-’Aidni, Umdah AlQari Syarh Sahih Al-Bukhari, vol. 2 (Bairut: Dar lhya al-Turats al-
’Arabi, n.d.), 52.
57 <Ali al-Subki, al-1bhaj fi Syarh al-Minhaj, Jilid 1 (Bairut: Dar al-Nasyr, 1983.), 39.
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Teori sistem memiliki dasar bahwa suatu sistem yang hidup pasti
merupakan sistem yang terbuka, bahkan sistem yang kelihatannya mati
pun sebenarmya merupakan sistem yang terbuka keterbukaan suatu sistem
tergantung pada kemampuannya untuk menuju tujuan dalam kondisi
apapun.®® Kondisi inilah yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan
dalam suatu sistem. Sistem terbuka merupakan sistem yang selalu
berhubungan dan berkolaborasi dengan lingkungan dan kondisi yang ada
di luar.

Setiap hukum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman,
oleh karena itu harus terbuka pada konteks zaman, keadaan, dan tempat.
Jasser Auda mengemukakan bahwa yang namanya sistem hukum Islam
haruslah terbuka, tidak ada yang namanya pintu ijtihad telah tertutup. Jadi
sistem keterbukaan hukum Islam tujuanya tidak lain adalah untuk
menghadapi peristiwa baru dan hukum Islam bisa berinteraksi dengan
lingkungan sekitar.

3) Kemenyeluruhan (Wholeness/al-Kulliyah)

Pandangan teori sistem, jika setiap relasi harus ditinjau secara
utuh. Berbeda dengan analisis sebab-akibat yang tendesi parsial/atomistis
yang telah telah menjadi fitur umum pemikiran muslim di era modren ini.
Kehadiran sistem juga merupakan anti-tesis dari pola pikir sebab-akibat

yang telah menjamur dalam pemikiran Islam sampai saat ini. Pada

58 Auda, Magqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 47.
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dasarnya penggunaan analisis sistem tidak menegasikan sebab-akibat,
namun dikembangkan menjadi holisme. Pandangan holisme juga berguna
ketika memperkaya argumen tentang eksistensi Tuhan (teologi Islam)
dalam rangka memberi pengembangan bahasanya mengenai sebab akibat
menjadi bahasa yang semakin sistematis. Paradigma tersebut sekaligus
menginginkan, segala hal tersebut mesti dipandang secara holistik. Saat
fitur ini dihubungkan dengan pengembangan teori magqasid, dapat
diartikan, jika dalam mencari maqasid sesuatu mesti dipandangn secara
holistik, bukan secara parsial. Dalam hal ini, maudhu’t dapat dipakai.
Bahkan metode maudhu’t (tematik) juga dipakai oleh kelompok
modrenisme sebagai aplikasi prinsip holisme.*

4) Hirarki Saling Keterkaitan (Interrelated-hierarchy/al-Harakiriyah al-
Mu’tamadah Tabaduliyan)

Struktur hirarki yang interrelasi adalah merupakan sifat yang ke
empat dimana suatu sistem dibangun dari sub-sub sistem yang lebih kecil
dibawahnya. Hubungan interrelasi dapat menentukan tujuan dan fungsi
yang ingin diraih. Upaya untuk membagi keseluruhan sistem yang utuh
menjadi bagian yang kecil, merupakan proses pemisahan antara
persamaan dan perbedaan antara sekian banyak bagian-bagian yang ada.
Bagian terkecil merupakan representasi dari bagian yang besar, begitu

juga sebaliknya.

59 Auda, 4647 dan 199.
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5)

Sebagai fitur merupakan respon terhadap situasi statis maqasid
alSyarT’ah klasik, salah satu implikasi fitur ini adalah baik daruriyat,
hajiyyat, dan tahsiniyyat, dinilai sama pentingnya, bukan hanya sekedar
hanya mendahulukan skala prioritas.®® Pada fitur hierarki yang saling
mempengaruhi (interelated hierarchy) Jasser Auda menawarkan dua
perbaikan pada dimensi maqasid al-Syari’ah. Pertama, perbaikan
jangkauan maqasid dari yang tradisional yang bersifat partikular menjadi
heararki maqasid yang terdiri dari dimensi magasid umum, magasid
khusus, maqasid parsial, dengan model pengembangan dan hak asasi
manusia sehingga menghasilkan hazanah magasid yang kaya atau
melimpah. Kedua, perbaikan jangkauan magasid yang sifatnya tradisional-
individual menjadi kontemporer-sosial. Implikasinya, magqasid ini
menjangkau kepada seluruh masyarakat, bangsa, dan publik. Magqasid
inilah yang diutamakan oleh Jasser Auda.

Multi-Dimensionalitas (Multidimensionalituy/Ta’addud al-Ab’ad)

Suatu sistem pasti terdiri dari beberapa bagian atau sub-sistem
yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu
suatu sistem bukan sesuatu yang tunggal. Berdasar ini, maka didalam
sistem tersebut terdapat struktur yang koheren sebab suatu sistem terdiri
dari bagian-bagian yang cukup komplek yang mempunyai spectrum

dimensi yang tidak tunggal, hal semacam ini berlaku pula dalam hukum

60 Auda, 48.
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Islam, sebab hukum Islam merupakan suatu sistem yang mempunyai
aneka dimensi.

Prinsip ini digunakan oleh Jasser Auda untuk mengkritisi akar
pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Terjadi dikotomi
antara pasti (gat’i) dan tidak tegas (zanni) menjadi dominan dalam
metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah gat’iyyu al-
dilalah (kepastian dalil), gatiyyu al-thubut (kebenaran sumber), gat’iyyu
al-mantiq (kebenaran berpikir). Pemikiran binary opposition dalam
hukum Islam harus dihapuskan untuk menghindari pereduksian
metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung
pertentangan dengan mengedepankan aspek magqasid al-Syari’ah.5!

Fitur multidimensionalitas dikombinasikan dengan magasid dapat
menawarkan solusi atas dilema dalil- dalil yang bertentangan. Karena
hakikatnya sistem menurut Jasser Auda merupakan satu kesatuan yang
saling mempunyai hubungan dan saling berkaitan oleh karena itu hukum
Islam haruslah multidimensional. Jasser Auda memberikan contoh bahwa
yang namanya atribut monodimensional seperti larangan, perintah, laki-
lakian, kewanitaan, dan seterusnya akan menimbulkan pertentangan antar
dalil. Padahal kalau kita menggunakan pemikiran multidimensional maka
tidak akan mungkin ada pertentangan, karena dalil yang nampak

bertentangan dapat dikompromikan dan dikonsiliasi pada suatu konteks

61 Auda, 48.
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6)

yang baru. Hasilnya adalah hukum Islam akan menjadi fleksibel dalam
mengadapi problem-problem masa Kini.
Tujuan (Purposefulnes/al-Magasidiyah)

Teori sistem tujuan dibedakan menjadi dua term vyaitu Goal
(ahdaf) dan purpose al Ghayah or magashid, berdasar hal itu maka setiap
sistem, mesti mempunyai ujuan, suatu sistem akan menghasilkan goal jika
hanya menghasilkan tujuan yang bersifat konstan, mekanistik, dan hanya
dapat melahirkan satu jujuan. Sedang suatu sistem akan menghasilkan
purpose (al ghayyah), apabila mampu menghasilkan tujuan dengan teknik
yang berbeda-beda dalam hal yang sama atau mendapatkan aneka tujuan
dalam situasi yang beragam. Magashid al-Shari ‘'ah termasuk dalam
katagori pengertian purpose (al-ghayyah) yang tidak monolitik dan
mekanistik, namun beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Aplikasi dari Maqasid al Syari’ah sebagai hal yang penting dan
fundamental dalam sistem hukum Islam, Maqasid al Syari’ah harus
dikembalikan kepada teks utama al Quran dan as Sunnah bukan
dikembalikan kepada pendapat dan pemikiran ulama Figh. Oleh sebab itu
realisasi dari Maqasid al Syari’ah sebagai barometer dari validitas setiap
hasil jtihad, tanpa mengaitkannya dengan suatu alur pemikiran madzhab

tertentu. Dengan demikian tujuan penerapan hukum Islam harus untuk
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kemaslahatan masyarakat yang ada disekitarmya.®> Pemikiran Auda ini
mirip dengan pernyataan al-Shatibi sebagaimana dijelaskan sebelumnya

bahwa hukum itu disyari’atkan untuk kemaslahatan seluruh manusia.

62 Auda, 51-55.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun jenis dan sifat penelitian, penedekatan penelitian, jenis dan
sumber bahan penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan dan analisis

data akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga
dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan
penelitian yang dilakukan berpijak pada norma hukum yang termuat dalam
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma
yang hidup dan berkembang dimasyarakat.! Penelitian ini termasuk penelitian
yuridis normatif dikarenakan yang menjadi objek penelitian yang dikaji
adalah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
mengenai perkawinan beda agama.
2. Sifat penelitian
Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu
memaparkan konsep pendapat teori Magashid Syari’ah Jasser Auda. Adapun

data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dengan

1 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, n.d.), 105.
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metode normatif legal studi, yaitu informasi-informasi yang bersumber dari
pendapat Jasser Auda serta hukum positif di Indonesia, serta buku-buku
lainnya yang menunjang pada penelitian ini khususnya pada pembahasan
hukum pernikahan beda agama dan hukum positif di Indonesia yang berlaku

saat ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis
normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan
kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan tinjauan
hukum langsung terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Untuk menganalisis lebih lanjut, penulis juga
menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian ini. Pendekatan normatif
merupakan sebuah pendekatan terhadap suatu masalah dari sudut norma agama,

yaitu nash syar’i baik yang datang dari al-Qur’an ataupun dari hadis, kaidah figih,
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pendapat para ulama dan ahli yang mana ada katiannya terhadap sebuah
permasalahan yang sedang diteliti.?

Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat nash
syar’i mengenai perkawinan beda agama, kaidah fikih perkawinan beda agama
dan pendapat atau perspektif Jasser Auda melalui Maqasid Syari’ah terhadap
fenomena perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri

Surabaya melalui penetapannya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Shy.

C. Data Dan Sumber Data

Hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu
penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.® Adapun bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer,

Yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum
yang bersifat autoratif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan
hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen
resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan
didalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor

2 Supiana, Metode Studi Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, n.d.), 83.
% Soerojo Sukanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali
Press, 2006, n.d.), 24.
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23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Intruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengenai perkawinan beda agama.
Bahan hukum sekunder

Diartikan sebagai bahan dokumen atau bahan hukum yang tidak
mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang
merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang
mempelajari suatu bidang tertentu sebagai petunjuk dalam penelitian ini
seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip
dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian
hukum, dan internet. Adapun buku-buku sebagai rujukan dalam menganalisa
masalah penetapan perkawinan beda agama diantaranya yaitu: Buku Jasser
Auda yaitu Magasid Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System
Approach (Membumikan Hukum Islam Melalui Maqgasid Syari’ah Pendekatan
Sistem), buku dengan judul Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, buku
dengan judul Memahami Magashid Al-Syari’ah Perspektif Khaled M. Abou

El Fadl dan Jasser Auda;
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3. Bahan hukum tersier
Yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,
maupun ensiklopedi.
D. Metode Pengumpulan bahan Hukum
Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan
sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang,
sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan studi
pustaka (library research). Adapun sekema penulis dalam metode pengumpulan

datanya sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi

yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis termasuk putusan
hakim, dalam hal ini perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby mengenai
perkawinan beda agama.

2. Studi pustaka (library research)

Yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang
berkaitan dengan Pertanyaan Penelitian dan tujuan penelitian. Buku tersebut
merupakan sumber data yang akan dianalisis. Penelitian inimenelaah dan
membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat

teoritis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan
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hukum seperti ketentutan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar
Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum
Islam), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penetapan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengenai perkawinan beda
agama), serta buku-buku yang membahas perkawinan beda agama serta buku
magqasid Syari’ah Jasser Auda yaitu Magasid Syari’ah as Philosophy of
Islamic Law: A System Approach (Membumikan Hukum Islam Melalui
Magasid Syari’ah Pendekatan Sistem), serta buku-buku yang membahas
perkawinan beda agama serta buku magasid Syari’ah Jasser Auda yaitu
Magasid Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach

(Membumikan Hukum Islam Melalui Maqgasid Syari’ah Pendekatan Sistem).

. Metode Analisis Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, yaitu menjelaskan dan memaparkan dengan sejelasnya-jelasnya

mengenai permasalahan perkawinan beda agama berdasarkan analisis
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kualitatif secara sistematis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan
yuridis normatif, yang mana data yang ada akan dianalisis dengan menelaah
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan terkait. Disamping itu, data dalam penelitian ini juga akan dianalisis
menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk
menjelaskan fenomena tertentu yang dalam hal ini perkawinan beda agama
dengan mengurai nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam doktrin-doktrin
maqashid Syari’ah khususnya Magasid Syari’ah jasser Auda. Analisis bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode teknik penalaran
hukum (legal reasoning). Penalaran adalah bentuk dari suatu pemikiran
sedangkan logika adalah suatu metode untuk meneliti kebenaran dari suatu
penalaran.* Pola penalarannya adalah nalar deduktif dengan menggunakan
silogisme yaitu premis mayor berupa konsep hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli, literatur hukum. Pada sisi
lain fakta hukum dalam persidangan dijadikan sebagai premis minor.
Selanjutnya baru dapat ditarik kesimpulan bahwa premis mayor berupa teori
magqasid Syari’ah Jasser Auda dan premis minor berupa analisis fakta-fakta
hukum dalam persidangan yang didapat melalui keterangan para pihak, dan

pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dasar hukum yang

4 Philpus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, VIl (Yogyakarta: Gajah Mada
Univercity Press, 2016, n.d.), 14.
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digunakan dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara

Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby mengenai perkawinan beda agama.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan
yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Penetapan pengadilan
dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir.
Penetapan dijatuhkan terhadap perkara yang berbentuk permohonan atau
voluntair. Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya
permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik
perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua
pengadilan.

Suatu penetapan pengadilan pada dasarnya mempunyai tigas sifat, yaitu:
Pertama, deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi
hukum tentang hal yang diminta. Kedua, Pada penetapan pengadilan tidak boleh
mencantumkan dictum condemnatoir (yang mengandung hukuman). Ketiga, Pada
penetapan diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan
suatu keadaan baru.!

Penetapan tidak dapat dikeluarkan begitu saja oleh suatu pengadilan.

Penetapan pengadilan hanya dapat diterbitkan untuk hal-hal yang sangat bersifat

1 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian
& Putusan Pengadilan, V (Jakarta:Sinar Grafika. 2014, n.d.), 40.
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limitatif dengan syarat ex-parte atau sepihak dalam keadaan sangat terbatas dan
sangat eksepsional pada hal tertentu saja dan hanya boleh terhadap masalah yang
disebut dan ditentukan oleh undang-undang yang menegaskan bahwa masalah
yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk
permohonan untuk mendapat penetapan.?

Penetapan pengadilan seperti halnya putusan haruslah memperhatikan tiga
tujuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan
(Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan kepastian hukum
(Rechtssicherheit).® Artinya hakim dalam mengeluarkan penetapan tidak hanya
memperhatikan undang-undang yang ada saja, tetapi juga memperhatikan
bagaimana penetapan yang dikeluarkan bisa membawa keadilan dan kemanfaatan
bagi para pihak secara khusus dan masyarakat secara umum.

Perkawinan beda agama merupakan salah satu jenis perkara yang bisa
dimintakan penetapan kepada pengadilan negeri. Hal tersebut sebagaimana
Penetapan yang dikelauarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji penetapan
Pengadilan negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai
perkawinan beda agama, sebelumnya peneliti akan memaparkan data yang telah
diperoleh dan diolah secara rinci dan jelas mengenai pokok perkara, pertimbangan

hukum hakim dan amar putusan yang terdapat dalam penetapan tersebut. Berikut

2 Elmiyah, N., & Sujadi, S. (2005, Juli-September). Upaya-upaya hukum terhadap penetapan. Jurnal
Hukum dan Pembangunan, 35(3), him.326-327
% Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, him.19
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deskripsi pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Shy

mengenai izin permohonan pernikahan beda agama.

1. Permohonan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya

dengan register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini merupakan Permohonan
yang diajukan oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari laki-laki beragama Islam
dan perempuan beragama Kristen yang keduanya beralamat di Kota Surabaya
dan selanjutnya disebut Para Pemohon. Para Pemohon dalam surat
permohonannya tertanggal 08 april 2022, yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Shy,* telah
mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan tentang legal
standing mengajukan permohonan karena para pemohon berkedudukan di
Kota Surabaya dan berkeinginian untuk mencatatkan perkawinan satu sama
lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya.

Para pemohon dalam posita permohonannya menjelaskan bahwa
Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut. Hal tersebut berdasarkan kepada tempat kedudukan hukum
dicatatkannya perkawinan para pemohon. Tempat kedudukan hukum

dicatatkannya perkawinan para pemohon adalah Pegawai Dinas

4 “Direktori Putusan.”
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Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disebut DISDUKCAPIL) Kota
Surabaya, sehingga menurut pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang
Perkawinan) yang menyebutkan bahwasannya : “Para pihak yang
perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan
di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan
penolakan berkedudukan untuk memberikan putusanan, dengan menyerahkan
surat keterangan penolakan tersebut di atas”. Maka berdasarkan pasal 21 ayat
(3) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan Negeri Surabaya yang berhak
memberikan suatu penetapan atas permohonan tersebut.

Adapun dasar-dasar dan alasan para Pemohon mengajukan
permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri
Surabaya ialah:

a. Pertama, Para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk
melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan
Pegawai DISDUKCAPIL Kota Surabaya namun karena adanya
perbedaan agama, yaitu Pemohon | beragama Islam dan Pemohon II
beragama Kristen, maka oleh DISDUKCAPIL Kota Surabaya
perkawinan para pemohon tersebut ditolak dan dilanjutkan untuk
mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum

para Pemohon.
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b. Kedua, Permohonan para pemohon merujuk pada ketentuan-ketentuan
didalam pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto pasal 35
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan),
perkawinan yang akan dilangsukan oleh para pemohon dapat
dicatatkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri
Surabaya.

Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 :

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini,
maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang
ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat
perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari
penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan
permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai
pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan
untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat
keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan

akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan
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penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya
perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang
ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud
mereka.

Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia

atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara para pemohon dapat
dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri
Surabaya.

Ketiga, Para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk
melaksanakan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-

masing.
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d. Keempat, Para pemohon berpendapat bahwa asas hukum yang berlaku
di Indonesia yang menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama
bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Serta
berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska
tertanggal 21  Agustus 2013 dan  Penetapan  Nomor
3/Pdt.P/2015/PN.LIg tertanggal 27 Februari 2015, yang pada intinya
menyatakan :

Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa
selurun Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum,
tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan
perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan
agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara
menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamnya
masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10
ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara
tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu
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kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan
kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut
hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan

bermasyarakat dan beragama.”

Pada bagian terakhir permohonannya para pemohon dalam
petitumnya memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan
mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan izin kepada
para pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan
beda agama di kantor DISDUKCAPIL Kota Surabaya, dan juga
memerintahkan kepada pegawai kantor DISDUKCAPIL Kota Surabaya
untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para
pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan.

Di muka persidangan para pemohon mengajukan alat bukti baik
bukti surat maupun saksi untuk menguatkan permohonanya. Bukti surat
yang diajukan para pemohon berupa, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
pemohon I, fotocopy KTP pemohon I, Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
I, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon Il, fotocopy KTP pemohon
I1, fotocopy Bukti Surat pendataan Penduduk Nonpermanen pemohon II,
Fotocopy Kartu Keluarga pemohon 11, fotocopy surat keterangan Nikah,

dan fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi. Sedangkan saksi yang
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dihadirkan para Pemohon ada 2 (dua) orang saksi yang kenal dengan para

pemohon.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam
mengabulkan Perkawinan Beda  Agama Dalam Nomor

916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Hakim Sebelum memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu
memeriksa dan mempertimbangkan baik bukti yang diajukan maupun fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan. Kebebasan hakim dijamin
sepenuhnya oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.® Kebebasan hakim
tersebut termasuk dalam merumuskan pertimbangan hukum atau legal
reasoning dalam memutus perkara yang diadilinya yang didasarkan pada
alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.®

Menurut Dr. H. Sunarto, S.H., M.H dalam bukunya menjelaskan
kebebasan hakim atau kemandirian peradilan tidak dapat diartikan sedemikian
jauh sehingga membolehkan hakim membuat aturan-aturan sendiri untuk

menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya atau diperkenankan

5 “UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [JDIH BPK RI],” accessed May 5, 2023,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009.

6 Pasal 53 “(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan
dan putusan yang dibuatnya; (2) penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasr hukum yang tepat dan
benar”. Lihat : “UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [JDIH BPK RI].”
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untuk membuat putusan semena-mena namun hakim berkewajiban untuk
menafsirkan suatu aturan.’

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim seyogianya mengandung
tiga komponendari tujuan hukum dan putusan hakim yang ideal menurut
Gustav Radbruch adalah putusan yang mengandung unsur-unsur keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum.® Hakim dalam memutus suatu perkara
harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan
sosiologis. Yang dimaksud kebenaran yuridis disini artinya landasan hukum
yang dipakai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kebenaran filosofis dapat diartikan hakim harus mempertimbangkan
sisi keadilan. Dan Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus
mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak
di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat
keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak
hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1)
disebutkan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat™®. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya

" Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019,

n.d.), 62.

8 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata.
9 “UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [JDIH BPK RI].”
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tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki
kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (recht vinding). Yang
dimaksud dengan recht vinding adalah proses pembentukan hukum oleh
hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum
terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi
dasar untuk mengambil keputusan.

Putusan merupakan produk dari Pengadilan, yang menjadi pertanyaan
apakah perbedaan antara penetapan dan putusan karena keduanya merupakan
produk Pengadilan. Kasus perkawinan beda agama ini, Pengadilan Negeri
Surabaya mengeluarkan penetapan untuk perkara perdata.'® Yahya Harahap
dalam bukunya menjelaskan putusan yang berisi pertimbangan dan diktum
penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya
juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; dekcree). Bentuk ini yang
membedakan peneyelesaian yang dijatuhkan oleh Pengdilan dalam bentuk
putusan atau vonis (award).!

Salah satu kegiatan hakim yang harus dilakukan setelah
menyelesaikan proses acara pembuktian sebelum menjatuhkan putusan,

kegiatan hakim yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ialah

10 putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. menggunakan kata Penetapan.
Lihat pada “Direktori Putusan.”

11 Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Dan
Putusan Pengadilan, 42.
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mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstitutir.> Mengkonstatir berarti
bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa,
harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian. Hakim
mencari kebenaran terjadinya peristiwa, hal ini dilakukan oleh hakim karena
adanya dua pihak atau lebih yang memberikan keterangan yang saling
berbeda satu sama lain kepadanya.®

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengkwalifisir berarti
menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk
hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain : menemukan
hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.** Konstituir berarti hakim
telah menetapkan hukumnya terhadap pihak yang bersangkutan (penggugat
dengan tergugat dan pembanding dengan terbanding). Mengkonstituir
merupakan tindakan hakim dalam memberi konstitusinya terhadap peristiwa
hukum yang telah konstatir maupun kualifisir.

Pada perkara perdata perkawinan beda agama dalam kasus ini, hakim
dalam pertimbangannya mempertimbangkan maksud permohoan para
pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk
mendapat Izin melangsungkan pernikahan beda agama di kantor

DISDUKCAPIL kota Surabaya. Dan untuk menguatkan dalil permohonannya

12 Amran Syakur, M.H, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Jaudar Press, Februari 2017,
n.d.), 529.

13 Syakur, M.H, 529.

14 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 93.
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para pemohon mengajukan bukti surat yang telah di beri tanda oleh hakim P.1
sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kristiana Eka
Wulandari dan jessica Sidauruk.

Kemudian hakim mempertimbangkan kesungguhan para pemohon
untuk melangsungkan pernikahan secara sah namun terbentur oleh keyakinan/
agama masing-masing yang berbeda yakni pemohon | (Rizal Adikara)
beragama islam sedangkan pemohon Il (Eka Debora Sidauruk) beragama
kristen. Namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan para
pemohon terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan para
pemohon.

Sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh para pemohon berupa
KTP telah menunjukkan alamat tempat tinggal, terbukti pemohon adalah
penduduk kota Surabaya, sehingga permohonan pera pemohon telah tepat
diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, dan permohonan tersebut secara
formil dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Pertimbangan hakim
terkait kewenangan relatif berarti kewenangan Pengadilan Negeri tentu
berdasarkan yurisdiksi wilayahnya.'®

Tugas dan kewenangan peradilan umum sebagaimana yang digariskan
dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang

peradilan umum, hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum

15

“Wilayah Yurisdiksi — Pengadilan Negeri Surabaya,” April 19, 2023, https://pn-

surabayakota.go.id/wilayah-yurisdiksi/.
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dan pidana khusus) dan megadili perkara perdata (perdata umum dan perdata
niaga).'® Dalam kasus perkara perdata tentang perkawinan beda agama yang
diajukan ke Pengadilan Negeri sudahlah tepat, karena dasar para pemohon
mengajukan permohonan tersebut adalah penolakan melaksanakan
perkawinan yang didasarkan pada perbedaan agama meskipun salah satu
pemohon beragama Islam.’

Mengenai hukum perkawinan hakim dalam pertimbangannya merujuk
pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan
dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1)
undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) peraturan pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan
menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Menurut hakim
ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut
merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang
memeluk agama yang sama, sedangkan untuk dua orang yang berlainan status
agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (putusan
mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).

Pertimbangan  selanjutnya  hakim  juga  memuat  dalam

pertimbangannya, perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan

16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-
undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Lihat: “JDIH - Komisi Yudisial,” accessed May
9, 2023, https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/195.

7 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400K/PDT/1986 Tanggal 20 Januari 1989 “Direktori
Putusan,” accessed May 4, 2023,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html.
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status agama yang terdapat dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan.® Menurut hakim ketentuan
tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan
dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan
Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Sebagai syarat sahnya perkawinan sebagaimana dalam pasal 2 UU
Perkawinan diberlakukan secara kumulatif yaitu dilakukannya perkawinan
berdasarkan hukum agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Dalam
aturan agama terdapat kondisi dimana diperbolehkannya melakukan
perkawinan beda agama namun dengan syarat dan kondisi tertentu.

Diberlakukannya pasal 2 tersebut secara kumulatif merupakan
konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan yang mana
komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisahkan satu
sama lain. Sehingga, perkawinan yang terjadi dan dinilai sudah sah
berdasarkan aturan agama tertentu, akan tetapi bila belum dicatatkan pada
kantor pemerintah yang berwenang untuk itu, maka perkawinan tersebut
belum diakui sah oleh negara. Sahnya suatu perkawinan secara yuridis hanya
dapat dibuktikan melalui buku nikah/ akta nikah yang diperoleh dari Kantor

Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (DISDUKCAPIL). Sehimgga

18 pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah
Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Lihat: “UU No. 23 Tahun 2006
Tentang  Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI],” accessed May 9, 2023,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202.
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apabila perkawinan beda agama telah tercatat oleh DISDUKCAPIL maka
perkawinan beda agama tersebut telah dianggap sah dan mendapat pengakuan
dari negara. Dan tentu segala akibat hukum perkawinan beda agama yang
telah dicatat oleh DISDUKCAPIL adalah sah sebagaimana dengan perkwinan
seagama pada umumnya.

Setelah hakim memeriksa perkara dan berdasarkan keterangan dari
para Pemohon, bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka diperoleh
fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di JI. Ketintang Baru
8/6 — Surabaya;

- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan
perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-
masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya;

- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui
serta memberikan lzin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan
perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan
proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan
tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan
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ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah
memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Salah satu pertimbangan hakim dalam putusannya memuat tentang
kebebasan memeluk keyakinan atau agama, para pemohon yang berbeda
keyakinan atau agama bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga, keduanya mempunyai hak untuk mempertahankan
keyakinan agamanya masing-masing. Pertimbangan hakim tersebut
didasarkan pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945
ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Fakta yuridis yang ditemukan oleh hakim dalam persidangan bahwa
Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk
melanjutkan hubungan mereka dalam ikatan perkawinan, serta telah mendapat
restu dari kedua orang tua masing-masing. Sehingga hakim dalam
pertimbangannya memandang keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan
perkawinan yang berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan
UU Perkawinan.

Menurut hakim dalam pertimbangannya para Pemohon sebagai warga
negara memiliki hak asasi untuk melakukan perkawinan serta untuk tetap
mempertahankan Agamanya masing-masing. Maka hakim berpendapat

ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
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tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama
atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu
hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan
Agama.

Jika dilihat dari pertimbangan hakim tersebut, pada dasarnya hakim
memahami dan menafsirkan jika perkawinan yang dilakukan oleh para
pemohon yang berbeda agama bertentangan dengan kententuan pasal 2 ayat
(1) UU Perkawinan. Sehingga hakim merujuk pada ketentuan dalam pasal 10
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan
kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam
ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-
masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan
dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”.

Pada pertimbangan selanjutnya, “dari fakta yuridis yang terungkap
dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat
persetujuan dan lzin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses
perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha
Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan

keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama”.
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3.

Dari pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa alasan hakim
menganggap para Pemohon melepaskan keyakinan agama yang melarang
perkawinan beda agama berdasarkan para pemohon yang telah sepakat dan
mendapat persetujuan serta lzin dari orang tua masing-masing untuk
melakukan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dihadapan Pejabat Kantor
DISDUKCAPIL Kota Surabaya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas,
maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk
melangsungkan perkawinan antara Pemohon | yang beragama Islam dengan
Pemohon Il yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu
Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya
kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register
Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan

Perkawinan Beda Agama Dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Imam Supriyadi, S.H., M.H. dan

dibantu oleh Panitera Pengganti Fitri Indrianty, S.H., M.H. membuat
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penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan penetapan tersebut telah di

ucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari selasa

tanggal 26 April 2022 yang dihariri oleh para pemohon. Yang isinya

menetapkan:

1.

2.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Memberikan 1zin kepada para Pemohon untuk melangsungkan
perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kotamadya jakarta Selatan untuk melakukan Pencatatan
perkawinan yang digunakan untuk itu segera menerbitkan akta
perkawinan tersebut;

Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon sejumlah

Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).*®

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri

Surabaya diatas yang mengabulkan permohonan para pemohon dengan

memberikan Izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan

beda agama dihadapan Pejabat DISDUKCAPIL Kota Surabaya, dapat

diketahui beberapa hal, yaitu:

19 “Direktori Putusan.”

84



Pertama, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon
berdasar kepada Pasal 28 B ayat (1) UUD “Setiap orang berhak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah” dan Pasal 29 ayat (2) UUD “Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kedua, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon
mempertimbangkan bahwa para pemohon sudah saling mencintai dan
bersepakat untuk melangsungkan perkawinan serta percintaan para
pemohon sudah mendapat restu dari kedua orang tua para pemohon
masing-masing.

Ketiga, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon
mempertimbangkan  bahwa  keinginan  para  pemohon  untuk
melangsungkan perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan
bagi UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan landasan hukum perkawinan
di Indonesia.

Keempat, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon
mempertimbangkan bahwa pembentukan rumah tangga melalui suatu
perkawinan merupakan Hak Asasi para pemohon sebagai warga negara
serta Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya

masing-masing, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun
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1974 tidak mungkin dilalkukan oleh para pemohon yang memiliki
perbedaan agama.

Kelima, hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon
mempertimbangkan bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut
masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan
dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang
saksi” memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan beda
agama antara para pemohon. Keenam, dalam pertimbangannya hakim
menganggap bahwa para pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang

melarang adanya perkawinan beda agama.

B. Pembahasan

Perkawinan beda agama merupakan salah satu fenomena kontemporer
yang bisa ditinjau menggunakan Magasid Syari’ah jasser Auda. Banyaknya
praktik perkawinan beda agama yang terjadi serta banyaknya penetapan
Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di
Indonesia membawa kepada sebuah tuntutan diperlukannya tinjauan yang
komprehensif terhadap kebolehan fenomena tersebut. Pendekatan systems
dalam Magqasid Syari’ah jasser Auda merupakan tolak ukur yang bisa

digunakan untuk meninjau kebolehan perkawinan beda agama yang
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dikabulkan oleh Pengadilan Negeri khususnya oleh Pengadilan Negeri
Surabaya melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan beda
agama pada dasarnya sangat jauh dari nilai-nilai magasid Syari’ah Jaser
Auda. Jaser Auda dalam magasid Syari’ah-nya menginginkan adanya
ketercapaian nilai dari fitur-fitur atau karakteristik yang sudah ditentukan
untuk melaksanakan suatu tindakan. Dikabulkannya perkawinan beda agama
tentunya tidak sesuai dengan fitur-fitur yang ditentukan oleh Jasser Auda.

Apabila melihat pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan
Negeri Surabaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, terlihat bahwa Hakim
dalam  pertimbangan penetapannya yang secara umum hanya
mempertimbangkan dari sisi yuridis saja. Hal tersebut tentunya sangat jauh
dari nilai multidimensi yang digagas oleh Jaser Auda. Jaser Auda menjelaskan
bahwa untuk mencapai sesuatu harus melihat berbagai perspektif. Tidak
hanya dari satu perspektif saja. Perkawinan beda agama merupakan tindakan
yang harus dilihat dari berbagai perspektif karena sifatnya yang sangat
kompleks. Tidak bisa hanya dilihat dari faktor yuridis semata. Ada banyak
faktor yang bisa digunakan oleh hakim dalam pertimbangan penetapannya.

Sebagai seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang lahir
pada 1966 di Kairo Mesir Jasser Auda sangat menguasi Hukum Islam

sekaligus ilmu sosial. Amin Abdullah menyebut Jasser Auda termasuk
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intelektual yang berpotensi untuk mendialogkan dan mempertautkan
paradigma wulim al-din, alfikr al-Islami, dan dirasah al-Islamiyah
kontemporer dengan baik. Sehingga banyak karya-karya Jasser Auda dari
hasil pemikiran hukum Islam khususnya membahas mengenai magqasid
Syari’ah yang dikembangkan sesuai dengan fenomena kontemporer.

Jasser Auda yang mengatakan perlunya multi-perspektif, multi-nilai
dan multi-dimensi dalam melihat dan memutuskan suatu fenomena, seperti
halnya fenomena perkawinan beda agama, menjabarkan hal tersebut kedalam
pendekatan systems dalam Maqasid Syari’ahnya. Menurutnya terdapat
ketidakutuhan dan reduksi dalam mengaplikasikan hukum Islam, dikarenakan
makna literal lebih ditekankan daripada sisi moral. Multidimensi
dikesampingkan, enggan melihat sisi yang warna-warni, tidak mengarah ke
arah rekonstruktif, lebih menitikberatkan kausalitas ketimbang tujuan

teleologis.?

Tidak sesuainya penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan perkawinan beda agama dengan
Magasid Syari’ah Jaser Auda dapat dilihat melalui enam pendekatan/fitur
system yang digunakan Jasser Auda dalam menganalisa hukum Islam,
sekaligus merekonstruksi metodologi hukum Islam. Keenam fitur ini dipilih

karena terdapat kesamaan dengan filsafat hukum Islam yang sudah digagas

20 Auda, Magqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, XXVii.
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ulama terdahulu. Enam fitur yang dimaksud adalah Fitur Kognisi (Al-
Tabi’iyyah Al-ldrakiyyah Lil-Manzumat/Cognitive Nature Of Systems), Fitur
Kemenyeluruhan  (Al-Kulliyah/wholeness),  Fitur ~ Keterbukaan  (Al-
Infitah/Opennes), Fitur Multi-dimensionalitas (7a’addud Al-Ab’ad/Multi-
Dimensionality), Hierarki saling mempengaruhi (Al-Tarkib Al-Harmi Dhi Al-
‘Alagat Al-Bayyinah/Interrelated Hierarchy), dan Fitur Kebermaksudan (Al-

Magqasidiyyah/Purposefulness).?:

1. Perkawinan beda agama menurut Cognitive Nature (watak Kognisi);

Fitur yang pertama merupakan langkah awal untuk membongkar
validasi semua kognisi (pemahaman terhadap nash). Menurut Jasser Auda
harus dipisahkan antara nash al-Qur’an dan Hadis dengan pemahaman
terhadap nash, karena berbeda antara Syari’ah dan figih. Perbedaan
keduanya berimplikasi tidak adanya pendapat fakih yang dikualifikasikan
atau diklaim sebagai pengetahuan ilahi yang suci.

Figh sendiri merupakan hasil dari ijtihad seorang fakih terhadap
al-Qur’an dan Hadis, sehingga dapat dikatakan bahwa fiqih sendiri
merupakan bagian dari pemahaman manusia bukan manifestasi literal dari
perintah Allah. Hal tersebut pun disepakati oleh para ahli kalam dan ahli
figih bahwa tidaklah diperbolehkan memposisikan fakih sebagai Allah

maupun sebaliknya, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu,

2L Jasser Auda, Magqdsid Al-Shari’ah Ka-Falsafah Lil-Tashri’ al-Islami: Ru’yah Mandhumiyah
(Herdon: 11T, 2012, n.d.), 95.
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sedangkan fakih dalam menetapkan suatu hukum-hukum harus bedasar
dan menggali pada nas al-Qur’an maupun pada Hadis.

Fitur ini dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip yang di bangun
oleh Jasser Auda untuk dapat memilah yang mutlak atau inti dengan yang
dapat diubah dalam suatu sistem. Pada dasarnya Undang-Undang maupun
produk pengadilan yang berupa penetapan atau putusan merupakan hasil
ijtihad dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan yang terpenting dari
keduanya adalah subtansi yang dibangun untuk tujuan tertentu.

Berbicara tentang aturan perkawinan beda agama, Syari’ah pada
dasarnya tidak secara  ekspliit mengatur  kebolehan  atau
ketidakbolehannya. Terdapat aturan kebolehan dan ketidakbolehan
perkawinan beda agama dalam hal tertentu yang diatur Syari’ah. Q.S. Al-
Bagarah ayat 221 mengatur larangan perkawinan beda agama terhadap
laki-laki muslim dengan wanita kafir yang musyrik dan larangan wanita-

wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir.
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Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga
mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih
baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan
pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang
beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang
beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga
dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.??

Disisi lain Syari’ah membolehkan laki-laki muslim menikah
dengan wanita kafir (non-Muslim) akan tetapi yang diperbolehkan
dinikahi hanya wanita kafir (non-Muslim ) yang beragama samawi atau
wanita ahlul kitab seperti yahudi dan nasrani, sebagaiamana friman Allah

dalam surat al-Maidah ayat 5 yaitu:
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22 “AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-
Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).”
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Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan)
yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan
makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi)
perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-
perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu,
apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak
dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan
gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia
amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Dalam ranah fikih, persoalan perkawinan beda agama pada
dasarnya para fakih mempunyai kesamaan pandangan dalam menentukan
kebolehan dan ketidakbolehannya.

Pertama, pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrik
dan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Para ulama tafsir
sepakat bahwa perkawinan beda agama dilarang bagi laki-laki muslim
dengan wanita musyrik dan bagi wanita muslimah dengan laki-laki
musyrik.

Yang memunculkan berbagai macam pendapat diantara para fakih
ialah berkenaan dengan arti musyrik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa

semua musyrikat baik dari bangsa Arab maupun bangsa bukan Arab tidak
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boleh dinikahi lelaki muslim atau musyrik lelaki juga tidak boleh dinikahi
wanita muslimat, kecuali Ahli Kitab, apapun agama ataupun
kepercayaannya, seperti Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Majusi, karena
pemeluk agama selain Islam dan Ahli Kitab termasuk kelompok
musyrik.?®

Kedua, pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab dan
pernikahan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki Ahli Kitab.
Berkenaan dengan pernikahan wanita muslimah dengan Ahli Kitab maka
para Ulama sepakat atas keharamannya. Akan tetapi berkenaan dengan
seorang lelaki muslim menikahi wanita wanita Ahli Kitab, maka para
ulama berbeda pendapat di dalamnya. Perbedaan ulama tersebut berkisar
tentang makna Ahli Kitab, siapa yang disebut dengan Ahli Kitab, apakah
semua agama samawi selain Islam seperti Yahudi dan Kristen disebut Ahli
Kitab? Apakah agama ardhi seperti agama Hindu, Buda, Sinto dan lain-
lain bisa disebut dengan Ahli Kitab?

Bagi ulama yang tidak mempersamakan term Ahli Kitab dengan
istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Bagarah ayat
221, maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya mubah atau boleh.
Akan tetapi syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik

(muhsanat), dan bagi lakilaki muslim yang menikahinya pun harus

23 Syamruddin Nasution, PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR AN : Kajian Perbandingan
Pro Dan Kontra (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), 277, https://repository.uin-
suska.ac.id/10387/.
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memiliki kekuatan iman yang teguh. Kebolehan menikahi wanita Ahli
Kitab, menurut Rasyid Ridha hanya berlaku bagi pria muslim yang
kuat imannya dan teguh keyakinannya. Jadi, bagi yang tidak mantap
keimanannya, maka tidak boleh bagi pria muslim untuk menikahi wanita
Ahli Kitab. Karena, bisa jadi dia akan terjerumus dan terpengaruh dengan
wanita tersebut yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk
agama wanita itu. Jadi, di sini Rasyid Ridha sangat menekankan tindakan
preventif.?*

Sebagian ulama lain melarang menikahi wanita-wanita Ahli Kitab
secara keseluruhan, baik Yahudi ataupun Kristen karena berpendapat
bahwa ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut telah
dihapus (mansukh). Sahabat Abdullah bin Umar berpendapat bahwa
walaupun ayat dalam surat al-Maidah ayat 5 telah membenarkan
pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab, tetapi ketentuan
tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah Ta’ala dalam surah al-Bagarah
(2): 221.

Berdasarkan fitur kognitif system Jaser Auda, aturan mengenai
perkawinan beda agama bisa dilihat melampaui apa yang ditentukan
SyarT’ah dalam Al-Quran, dengan melihat dialektika para ulama tafsir

mengenai perkawinan beda agama itu sendiri. Para ulama secara garis

24 Enghariano and Asra, “TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA
AGAMA Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi,” 231.
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besar sepakat bahwa tidak dibolehkannya perkawinan beda agama antara
laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, antara wanita muslimah
dengan laki-laki musyrik. Perbedaan kebolehan perkawinan beda agama,
hanya terdapat pada laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.
916/Pdt.P/2022/PN.Sby  yang  memperbolehkan dilangsungkannya
perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan
Kristen yang pada dasarnya bukanlah merupakan ahli kitab tentunya tidak
sejalan dengan nash. Disisi lain perkawinan beda agama antara laki-laki
muslim dengan perempuan Kristen yang pada dasarnya bukanlah
merupakan ahli kitab, tentunya tidak sesuai dengan hasil kognisi para
ulama tafsir.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan perkara
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby seharusnya memperkatikan hal tersebut.
Hakim dalam penetapannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan
mengenai kebolehan hukum perkawinan beda agama dalam perspektif
Islam. Hal tersebut tentunya sangat jauh dari nilai yang diharapkan oleh
Jasser Auda dalam Magashid Syari’ahnya.

. Perkawinan beda agama menurut Wholeness (keseluruhan)

Jasser Auda menjelaskan mengenai bagian-bagian dari hubungan

sebab-akibat wajib dinilai gambarannya secara keseluruhan. Dalam

sebuah sistem, ada fungsi tertentu yang dimainkan secara kesinambungan.
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Fungsi yang terbangun secara kesinambungan tersebut tidak bersifat diam
atau stagnan melainkan bersifat universal dan berubah-ubah. Menurut
pendapat Jasser Auda, pola pikir atau dasar dari holistik (keseluruhan)
sangat berpengaruh dalam kehidupan, karena mampu menjalankan peran

dalam penyempurnaan pemikiran yang baru.

Dalam pertimbangan sebab dan akibat dari adanya sebuah
penetapan dengan dilihat dari gambaran besarnya secara utuh juga harus
menjadi salah satu tolak ukur. Begitupun dalam setiap bagian dalam
sistem memiliki hubungan, peran dan fungsi yang penting, dikarenakan
memiliki pengaruh dan keterkaitan.  Penetapan yang dikeluarkan
pengadilan, sedikit banyak memiliki peran dan pengaruh bagi sistem
hukum secara keseluruhan, termasuk dalam hal ini perkawinan beda
agama. Sehingga, sebelum mengeluarkan suatu penetapan hakim harus

melihat sebab-akibat secara holistic.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby, seharusnya melihat secara utus penyebab dari
dilangsungkannya perkawinan beda agama oleh para pihak. Setelah
mengetahui sebabnya, hakim juga harus melihat akibat kedepannya
apabila permohonan perkawinan beda agama tersebut dikabulkan. Hakim
tidak bisa hanya terbatas pada keadaan pada saat permohonan tersebut

diajukan seperti halnya perkara a quo. Tidak adanya pertimbangan yang
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kompleks (sebab-akibat) oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam
penetapannya yang mengabulkan, jelas sangat tidak sesuai dengan nilai

wholeness.

. Perkawinan beda agama menurut Openness (keterbukaan);

Fitur ketiga openness yaitu sistem terbuka yang merupakan suatu
sistem yang selalu ada interaksi dengan kondisi dan lingkungan yang ada
di luarnya. Fitur keterbukaan ini lah jadi sangat penting dalam tatanan
hukum Islam dan terbukanya pintu ijtihad. Dengan demikian para ahli
hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode-metode
tertentu dalam menghadapi isu-isu yang berkembang pada era

kontemporer.

Adapun mekanisme keterbukaan dalam hukum Islam, dapat
ditempuh dengan dua cara, yaitu: pertama, perubahan hukum dengan
melihat pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih. Kognisi
seorang sangat berkaitan dengan sudut pandangnya mengenai dunia
disekelilingnya. Mengubah kultur kognitif berarti mengubah sudut
pandang (worldview) seseorang. Perubahan sudut pandang seorang fakih,
ditunjukkan sebagai perluasan dari pertimbangan ‘urf untuk mendapatkan
tujuan universal dari hukum. Kemudian yang kedua, melalui keterbukaan
filosofis, untuk mencapai pembaharuan Hukum Islam diperlukan

keterbukaan terhadap komponen lain dari sudut pandang yang kompeten
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seorang fakih yaitu filsafat, dan ushul fikih sendiri merupakan filsafat

hukum islam.

Akibat hukum perkawinan beda agama dari aspek psikologis yang
terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun,
timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang
bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih
berganti. Terganggunya mental dan pendidikan seorang anak, karena
bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi

orangtua dalam mempengaruhi sang anak.

Di sisi psikoterapi dan Kesehatan mental pelaku pernikahan beda
agama sulit berinteraksi di antara pasangan apalagi keluarga, hal ini dapat
merugikan kesehatan mental masing keduanya. Apabila keduanya
memiliki anak, maka pilihan berat untuk mengikuti salah satu agama yang
dianut orang tuanya. Pilihan dilematis seperti ini akan berlanjut terus
menerus. Di sisi agama manapun, secara teologis, ritualistis, dan normatis
memiliki perbedaan yang terpaut jauh, karenanya perilaku Beragama di

antara pasangan yang berbeda keyakinan dapat menimbulkan sengketa
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hati dan pikiran, sehingga rentan perpecahan dan keresahan mendalam

kedua belah pihak.®

Diperbolehkannya perkawinan beda agama akan menimbulkan
ketidakselarasan dengan ketentuan hukum vyang relevan dengannya
kaitannya dengan perwalian, kewarisan, dan lainnya. Melalui fitur
keterbukaan, pembacaan secara tekstual terhadap UU No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan yang melarang dilakukannya perkawinan beda agama
dan pembacaan dari perspektif kontekstual dari aspek psikologis Dengan
demikian, pelaksanaan perkawinan beda agama dengan menggunakan
sudut pandang (wordview) lebih banyak mengandung mudharat daripada

maslahah bagi individu yang melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama menurut Hierarki Sistem (Hierarki yang saling
berkaitan).

Hierarki yang saling berkaitan mengandung arti bahwa hubungan
antara hirarki menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai.
Perkawinan beda agama tentunya bisa dilihat dengan tujuan dan fungsi
yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan
pada dasarnya ialah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah

dan warohmah. Apabila dilihat lebih jauh tujuan ini tentunya akan sulit

%5 Disampaikan pada saat pemeriksaan Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 24/PUU-

XX/2022.

Lihat: “Putusan_mkri 8844 1675141891.Pdf,” accessed May 10, 2023,

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844 1675141891.pdf.
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terwujud apabila perkawinan dilakukan oleh dua orang yang memiliki
latar agama yang berbeda. Tujuan yang berbeda dari segi agama akan

membuat fungsi dan tujuan dari perkawinan tidak akan pernah sama.

. Perkawinan beda agama menurut Multidimentionality (multidimensi)
Multi Dimentionality, artinya satu sistem dengan sistem yang lain
harus saling berkesinambungan, tidak ada sistem yang berdiri sendiri atau
tunggal. Dalam hal ini mengedepankan magoshid. Magoshid dalam hal ini
tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan individu, melainkan

melindungi hak masyarakat umum.

Melalui fitur multi-dimensi ini, persoalan yang dikaji tidak hanya
dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi dilihat dari berbagai sudut
pandang, hal itu dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh dan
komprehensif. Selain itu, fitur ini juga menwarkan soslusi untuk mengurai
dalil dalil yang terkesan kontradiktif, ketika unsur maqasidnya

dimasukkan.

Pandangan fitur ini, perkawinan beda agama selayaknya dipandang
dari berbagai dimensi, tidak hanya mengandalkan dalil tunggal. Hal ini
dilihat dari berbagai dalil yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Pertama. QS Al- Bagarah ayat 221.
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Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik,
sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang
beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik
hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan
perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba
sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik
meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)
menerangkan 88 ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil

pelajaran”.

Kedua, QS. al-Mumtahanah ayat 10.
Quﬁur\;sm&;@uuﬁ Eid S5 13 Tl 2l

Tl 0 5l 5 1 o 5 ORI ) s 596 it st

101



J,)m \;\M@&y\& m\ﬂ,a\w\@ vj\ﬂ,\

/rﬁmm gsw(&éﬂm(&, ;\,i;\u\,uj LGl

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu
uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;
maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka)
orang- orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang - orang kafir itu dan
orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah
kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada
dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka
maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)
dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar
yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah
mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara

kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ketiga, QS. al-Nisa ayat 25.
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Artinya: “Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang
tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi
beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak- budak
yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu
adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan
seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut,
sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina
dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai
piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,
kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas
mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang
bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang
yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di

antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Keempat, Hadis Rasul Allah SAW dari Abi Hurairah r.a.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, Wanita itu
dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya,
kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama,

maka kamu akan berbahagia”.

Kelima, Hadis Rasul Allah SAW riwayat Tabrani.

(3l oly) el el 32 5 ol s [SG2) a8 255 s
Artinya: “Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah

bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia taqwa kepada Allah dalam

bahagian yang lain”.

Dengan  menggunakan  pendekatan  multi-dimensi  yang
memasukkan unsur maqasid, tidak ada pertentangan dalil terhadap adanya
larangan perkawinan beda agama khususnya bagi laki-laki muslim dan
perempuan Kristen sebagaimana kasus a quo. Begitupun dari dimensi
psikologis dan mental bagi pasangan yang berbeda agama ataupun bagi
anaknya. Mudharat perkawinan beda agama lebih besar, lebih bersifat

umum daripada kemashlahatannya.

26 Az-Zubaidi, Mukhtasharah Shahih Bukhari, 494.
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6. Perkawinan beda agama Purposefulnes (kebermaksudan atau
kemanfaatan)

Purposefulness, setiap sistem memiliki tujuan akhir, pada teori
sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (tujuan) dan purpose (maksud).
Sesuai dalam konteks, Jasser Auda menempatkan Magashid Syari’ah
sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam mereformasi
hukum Islam kontemporer yang dia kembangkan. Perkawinan beda agama
tentunya harus dilhat dari sisi maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
Apabila dilihat maksud daripada dilakukannya perkawinan beda agama,
terlihat bahwa perkawinan beda agama dilangsungkan tanpa maksud dan
tujuan yang jelas. Faktor saling mencintai diantara kedua pasangan
membuat perkawinan beda agama tersebut dilakukan. Hal tersebut
tentunya tidak sejalan dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh
hukum Islam dalam sebuah perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga

yang yang Sakinah, mawadah dan warohmah.

Berdasarkan enam fitur dalam teori sistem dari Jaser Auda diatas, terlihat
bahwa penatapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Shy
yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan
beda agama sangat jauh dari nilai-nilai Magasid Syari’ah jasser Auda. Jaser

Auda dalam magashid Syari’ah-nya menginginkan adanya ketercapaian nilai dar
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fitur-fitur atau karakteristik yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu

tindakan.

Perspektif agama, tidak ada satupun yang dipertimbangankan oleh hakim
dalam penetapannya. Ada banyak hal yang harus dilihat dari perspektif agama
terhadap praktik perkawinan beda agama ini. Baik dari agama pemohon ataupun
agama termohon. Ada banyak dalil-dalil dalam Al-Qur’an, Hadist dan tafsir-tafsir
yang perlu diperhatikan sebelum memberikan putusan terhadap perkawinan beda
agama. Dalil-dalil dalam hukum Islam sebagaimana yang penulis jabarkan
sebelumnya sangat jelas secara umum melarang dilaksanakannya perkawinan
beda agama, terlebih lagi dalam perkara a quo. Hakim sebelum membuat
penetapan seharusnya mempertimbangkan hal tersebut. Suatu kesalahan besar
bagi hakim yang memutuskan penetapan perkawinan beda agama tanpa melihat

dan mempertimbangkan ajaran agama yang dianut oleh pihak yang berperkara.

Perspektif psikologis, juga tidak menjadi pertimbangan oleh hakim. Tidak
ada satupun poin pertimbangan hakim yang melihat bagaimana psikologis
pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, bagaimana psikologis
anak yang lahir dari psangan yang berbeda agama. Sebagaimana yang sudah
penulis jelaskan sebelumnya bahwa perkawinan beda agama membawa dampak
yang buruk bagi psikologis rumah tangga pasangan yang berbeda agama. Akan
rentan terjadi ketidaktentraman dari pasangan yang berbeda agama, terlebih lagi

bagi anak yang dilahirkan dari pasangan yang berbeda agama.
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Perspektif keberlangsungan hidup dimasa mendatang, juga tidak menjadi
bahan pertimbangkan hakim dalam penetapannya. Hakim tidak memperhatikan
penelitian mengenai kehidupan pasangan yang berbeda agama, keberlangsungan
harta pasangan berbeda agama dan peralihan harta pasangan yang berbeda agama
tersebut. Pada penetapannya hakim lebih cenderung mempertimbangkan
kebebasan memeluk agama, persetujuan orang tua dan ketentuan pencatatan
perkawinan oleh dua orang yang berbeda agama. Hakim lebih terfokus kepada
kesungguhan para pihak untuk mencatatkan perkawinannya daripada dimensi

yang lainnya.

Terkesampingkannya dimensi atau perspektif lain dalam memberikan
suatu penetapan tentunya sangat jauh dari nilai-nilai Magasid Syari’ah jasser
Auda. Jassaer Auda dalam enam fitur maqgashid Syari’ah-nya secara jelas
menekankan bahwa harus ada suatu hasil kognisi, keterbukaan, berlaku bagi
banyak orang, dan bersifat multidimensi dalam menetapkan suatu keputusan
termaksud dalam hal ini penetapan perkawinan beda agama. Diterapkannya enam
fitur dalam magqgashid Syari’ah Jaser Auda dalam memberikan penetapan
terhadap perkawinan beda agama tentunya akan lebih membawa hasil yang

sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri.

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit
mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit
mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk
(verwijzing) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan
sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat
hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus

diperhatikan dengan cermat.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan secara a contrario bahwa
perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing
agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan
tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki
pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan

beda agama.

Dalam hal ini, penulis ingin mengkritisi dasar hukum yang digunakan oleh
hakim yang putusan tersebut yang lebih mengedepankan hukum HAM daripada
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi
perkawinan yang sah ialah perkawinan berdasarkan agama masing-masing.
Mereka yang setuju dengan pelegalan perkawinan beda agama selama ini selalu

berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka lupa bahwa apa yang
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mereka inginkan jika dipaksakan juga akan melanggar HAM orang banyak.
Suatu hal yang tidak relevan memperjuangkan sesuatu dengan alasan HAM,
namun dalam waktu bersamaan melanggar HAM orang lain. Dalam hal ini,
posisi negara hanya sebatas mencatat adanya peristiwa hukum perkawinan
(fungsi administrasi). Sementara sah atau tidak sahnya suatu perkawinan itu
ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum negara. Dengan demikian, negara
tidak memiliki kewenangan untuk mengabsahkan sebuah perkawinan. Sebab
sumber hukum perkawinan itu sendiri berasal dari hukum agama, bukan hukum

buatan manusia.

Dalam hal Perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim dalam
perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam putusan tersebut hakim
menggedepankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang
berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya
itu”. Sehingga singkatnya penulis, hakim dalam perkara ini tidak
menggedepankan hukum khusus yakni hukum perkawinan namun lebih
mengedepankan hukum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sifatnya lebih
umum sebagaimana asas yang berbunyi hukum yang bersifat khusus (lex

specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam pertimbangannya memuat tentang kebebasan memeluk
keyakinan atau agama, para pemohon yang berbeda keyakinan atau agama
bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga,
keduanya mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya
masing-masing. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada pasal 29 UUD
1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak
untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah.

2. Tinjauan magashid Syari’ah perspektif Jasser Auda terhadap perkawinan beda
agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Penetapan
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dapat dianalisa dengan menggunakan enam
fitur yang digagas oleh Jasser Auda. Keenam fitur tersebut ialah Fitur Kognisi
(Al-Tabi’iyyah Al-ldrakiyyah Lil-Manzumat/Cognitive Nature Of Systems),
Fitur Kemenyeluruhan (Al-Kulliyah/wholeness), Fitur Keterbukaan (Al-
Infitah/Opennes), Fitur Multi-dimensionalitas (7a’addud Al-Ab’ad/Multi-

Dimensionality), Hierarki saling mempengaruhi (Al-Tarkib Al-Harmi Dhi Al-
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‘Alagat Al-Bayyinah/Interrelated Hierarchy), dan Fitur Kebermaksudan (Al-
Magasidiyyah/Purposefulness). Berdasarkan enam fitur dalam teori sistem
dari Jaser Auda diatas, terlihat bahwa penatapan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pemohon
untuk melangsungkan perkawinan beda agama sangat jauh dari nilai-nilai
Magasid Syari’ah jasser Auda. Jaser Auda dalam magashid Syari’ah-nya
menginginkan adanya ketercapaian nilai dari fitur-fitur atau karakteristik yang
sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu tindakan. Terkesampingkannya
dimensi atau perspektif lain dalam memberikan suatu penetapan tentunya

sangat jauh dari nilai-nilai Magasid Syari’ah jasser Auda.

B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Negeri
Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang akan berdampak
kepada banyak hal. Disamping berdampak kepada diri para pihak yang akan
melangsungkan perkawinan, juga akan berdampak kepada anak yang
dilahirkan, harta yang dikumpulkan dan lainnya. Oleh karena itu sepatut dan
sepantasnyalah hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus
perkara perkawinan beda agama yang menjadi kompetensinya
mempertimbangkan secara komprehensif banyak hal sebelum memberi
penetapan. Disamping perspektif hukum yang dipertimbangkan, hakim

Pengadilan Negeri juga harus berani mempertimbangkan dari perspektif
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agama para pihak, perspektif psikologis, perspektif anak yang akan dilahirkan,
perspektif harta yang didapat dan perspektif lainnya. Fitur-fitur magasid
Syart’ah Jsser Auda tentunya bisa menjadi tools yang bisa digunakan untuk
menganalisa hal tersebut.

Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian yang peneliti lakukan ini setidaknya bisa menjadi awal pembuka
dari penelitian-penelitian perkawinan beda agama di masa mendatang. Perlu
adanya penelitian yang komprehensif mengenai perkawinan beda agama, agar
memberikan pertimbangan yang komprehensif terhadap hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara perkawinan beda agama.
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PENETAPAN
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai
berikut dalam perkara Pemohon:
1. Rizal Adikara, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang
Baru 8/6 - Surabaya,;
2. Eka Debora Sidauruk, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara
Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di JI.
Ketintang Baru 8/6 - Surabaya,;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;
Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteraran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah
register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :
I. LEGAL STANDING;
1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota
Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain
di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya;
II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN
AQuo;

2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah
Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga
menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menyebutkan bahwasanya :

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan
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kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan
yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan,
dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.”
Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri
Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a
quo;

lll. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN

PERMOHONAN a quo ;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan
perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

4. Bahwa pada tanggal ......... , PARA PEMOHON telah memberitahukan
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena
adanya perbedaan agama yaitu :

a. PEMOHON | beragama Islam, dan ;

b. PEMOHON Il beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk
mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA
PEMOHON ;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU
Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (“UU Adminstrasi Kependudukan”) yang
mengatur sebagai berikut :

“Pasal 21 UU Perkawinan

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia
akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin
melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan
akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai
dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan
kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan
yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan,

dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.
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(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan
memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut
ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin
kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka.

Juncto

Pasal 35 ayat (1) UU Adminstrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula

bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas
permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,

perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON | dengan

PEMOHON Il dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari

Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk
melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-
masing, dengan cara mengajukan Permohonan a quo kepada Pengadilan
Negeri Surabaya;

7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada
prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk
melangsungkan perkawinan ;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor
421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor :
3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya
menyatakan :

" Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa
seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di
dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan
sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29
UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara
untuk memeluk agamnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1)

menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan
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melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak
yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara

tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang
terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang
harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan
dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”
Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan
permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat
memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu
keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas,

PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa

dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;

2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk
melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surabaya;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama
PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;

4. Membebankan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir
menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan,
Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon
telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An.
Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara,
diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga N0.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala
Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3
Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora
Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen  NIK.
3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga N0.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala
Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret
2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/111/2022
tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;
Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan
semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2
(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-
masing pada pokoknya sebagai berikut :
1. Saksi Kristiana Eka Wulandari, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di JI. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya,
sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah
berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan
untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon | beragama Islam dan Pemohon Il beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;
2. Saksi Jessica Sidauruk, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di JI. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya,
sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah
berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan
untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon | beragama Islam dan Pemohon Il beragama Kristen ;
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- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon
menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak
keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak
akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara
Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para
Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk
mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para
Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua)
orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para
Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan
mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-
masing yang berbeda yakni Pemohon | (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan
Pemohon Il (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para
Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas
pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti
Pemohon | adalah penduduk bertempat tinggal di JI. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya.
Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat
diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para

Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;
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Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon
dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat
disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah “Apakah
Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang
berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan
agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat
perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal
10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu
perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya
masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun
1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua
orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara
dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan
ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20
Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang
berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam
penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan
yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat
yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan
yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua
orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal
tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta
keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis
sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di JI. Ketintang Baru 8/6 —
Surabaya ;

- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan
perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing
bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;

- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta

memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan
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dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya
dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap
dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada
pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7
mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil
untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk
melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f )
undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf ( a)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka
terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon |
memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon Il memeluk agama Kristen adalah
mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal
untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah
tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama
tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan
memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945
ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan
pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap
Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti
telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling
mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan,
dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang
tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon
untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan
larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat
pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi

Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap
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mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila
dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon
pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para
Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan
Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya
perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan
tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut
masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan
dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa
Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua
orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka
telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para
Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan
beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk
melangsungkan perkawinan antara Pemohon | yang beragama Islam dengan
Pemohon Il yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan
Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat
perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-
syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon
dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan
kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinann dan Pasal 35 huruf ( a ) UndangUndang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan

perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
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MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda
agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kotamadya Surabaya,;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama
Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan
untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Imam Supriyadi, S.H.,

M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H.,

M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para

Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Fitri Indriaty, S.H., M.H Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses (ATK) Rp. 60.000,-

3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon  Rp. 10.000,-

4. Materai Rp. 10.000,-

5. Redaksi Rp. 10.000,-_ +
Jumlah Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;
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2019 Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi | Peserta
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